
BUPATI   CIREBON
PROVINSI   JAWA BARAT

KEPUTUSAN   BUPATI  CIREBON

NOMOR             :  000.7.2.6/Kep.879-Setwan/2023
LAMPIRAN        :  1  (satu)  Lampiran

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN  RAKYAT DAERAH

KABUPATEN CIREBON TAHUN  2023

BUPATI  CIREBON,

Menimbang         :    a.      bahwa   Renja   Perangkat   Daerah   disusun   sistematis
dengan     memuat     program,     kegiatan,     1okasi,     dan
kelompok  sasaran  yang  disertai  indikator  kinerja  dan
pendanaan   sesuai   dengan   tugas   dan   fungsi   setiap
Perangkat  Daerah,  yang  disusun  berpedoman  kepada
Renstra Perangkat Daerah dan RKPD;

b.      bahwa     Perangkat     Daerah     menyusun     rancangan
perubahan Renja setelah menerima surat edaran Kepala
Daerah tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja
Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Rancangan
perubahan  RKPD  dan  hasil  pengendalian  pelaksanaan
Renja sampai dengan triwulan 11 Tahun berjalan;

c.      bahwa berdasarkan Pasal 364, Pasal 365 dan Pasal 367
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor 86 Tahun 2017
tentang   Tata   Cara   Perencanaan,    Pengendalian   dan
Evaluasi   Pembangunan   Daerah,   Tata   Cara   Evaluasi
Rancangan    Peraturan    Daerah    tentang    Rancangan
Peraturan    Daerah    Tentang    Rencana    Pembangunan
Jangka  Panjang   Daerah   dan   Rencana   Pembangunan
Jangka Menengah Daerah,  Serta   Tata Cara Perubahan
Rencana     Pembangunan     Jangka     Panjang     Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah  Daerah,  dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah, diamanatkan bahwa
Rancangan  Akhir  Perubahan  Renja  disampaikan  oleh
kepala Perangkat Daerah kepada Kepala Bappelitbangda
untuk        diverifikasi,        setelah        diverifikasi        dan
disempurnakan    rancangan    akhir    Perubahan    Renja
selanjutnya  disampaikan  kepada  Kepala  Daerah  untuk
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;

d.      bahwa       berdasarkan       pertimbangan       sebagaimana
dimaksud  dalam  huruf  a,  huruf  b  dan  huruf  c  perlu
menetapkan    Keputusan    Bupati    tentang    Perubahan
Rencana   Kerja   Sekretariat   Dewan   Perwakilan   Rakyat
Daerah       Kabupaten cirebon Tahun 2023.



Men8in8at 1.      Undang-Undang     Nomor     14     Tahun     1950     tentang
Pembentukan      Daerah-Daerah      Kabupaten      Dalam
Lingkungan    Propinsi    Djawa    Barat    (Berita    Negara
Republik   Indonesia   Tahun    1950)   sebagaimana   telah
diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1968
tentang    Pembentukan    Kabupaten    Purwakarta    dan
Kabupaten  Subang  dengan  mengubah  Undang-Undang
Nomor      14     Tahun      1950      tentang     Pembentukan
Daerah-Daerah  Kabupaten  Dalam  Lingkungan  Propinsi
Djawa   Barat   (Lembaran   Negara   Republik   Indonesia
Tahun   1968  Nomor  31,  Tambahan   Lembaran  Negara
Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor  25 Tahun  2004  tentang  Sistem
Perencanaan  Pembangunan  Nasional  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun  2004  Nomor  104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3.      Undang-Undang    Nomor     23     Tahun     2014     tentang
Pemerintahan    Daerah    (Lembaran    Negara    Republik
Indonesia     Tahun     2014     Nomor     244,     Tambahan
Lembaran    Negara   Republik   Indonesia   Nomor   5587)
sebagaimana    telah    diubah    beberapa    kali,    terakhir
dengan  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2023  tentang
Penetapan   Peraturan   Pemerintah   Pengganti   Undang-
Undang   Nomor   2   Tahun   2022   tentang   Cipta   Kerja
menjadi   Undang-Undang   (Lembaran   Negara   Republik
Indonesia Tahun  2023  Nomor 41,  Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4.      Undang-Undang Nomor 2  Tahun 2020  tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor  1
Tahun  2020  tentang  Kebijakan  Keuangan  Negara  dan
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019  (COVID-19)  dan/atau dalam
rangka   menghadapi   Ancaman   yang   membahayakan
Perekonomian    Nasional    dan/atau    Stabilitas    Sistem
Keuangan  menjadi  Undang-Undang  (Lembaran  Negara
Republik  Indonesia  Tahun  2020  Nomor  87,  Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 6485);

5.      Peraturan   Pemerintah   Nomor   18   Tahun   2016   tentang
Perangkat  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Tahun   2016   Nomor   114,   Tambahan   Lembaran   Negara
Republik    Indonesia    Nomor    5887)    sebagaimana    telah
diubah     dengan     Peraturan     Pemerintah     Nomor     72
Tahun     2019     tentang     Perubahan     atas     Peraturan
Pemerintah  Nomor   18  Tahun  2016  tentang  Perangkat
Daerah      (Lembaran      Negara      Republik      Indonesia
Tahun  2019  Nomor  187,  Tambahan  Lembaran  Negara
Republik Indonesia  Nomor 6402);

6.      Peraturan  Pemerintah  Nomor   11  Tahun  2017  tentang
Manajemen   Pegawai   Negeri    Sipil    (Lembaran    Negara
Republik  Indonesia Tahun  2017  Nomor  63,  Tambahan
Lembaran    Negara   Republik   Indonesia   Nomor   6037)
sebagaimana      telah      diubah       dengan       Peraturan
Pemerintah  Nomor  17  Tahun  2020  tentang  Perubahan
atas   Peraturan   Pemerintah   Nomor    11    Tahun   2017
tentang   Manajemen   Pegawai   Negeri   Sipil   (Lembaran
Negara   Republik   Indonesia   Tahun   2020   Nomor   68,
Tambahan     Lembaran     Negara     Republik     Indonesia



Nomor 6477);

7.      Peraturan  Pemerintah  Nomor   12  Tahun  2019  tentang
Pengelolaan     Keuangan     Daerah     (Lembaran     Negara
Republik  Indonesia  Tahun  2019  Nomor  42,  Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8.      Peraturan  Pemerintah  Nomor   13  Tahun  2019  tentang
Laporan    dan    Evaluasi    Penyelenggaraan    Pemerintah
Daerah      (Lembaran      Negara      Republik      Indonesia
Tahun  2019  Nomor  52,  Tambahan  Lembaran  Negara
Republik Indonesia Nomor 6323);

9.      Peraturan      Pemerintah      Nomor      18      Tahun      2017
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat    Daerah  (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor  106);

10.    Peraturan   Presiden   Nomor   59   Tahun   2017   tentang
Pelaksanaan       Pencapaian       Tujuan       Pembangunan
Berkelanjutan   (Lembaran   Negara   Republik   Indonesia
Tahun 2017 Nomor  136);

11.    Peraturan   Menteri   Pendayagunaan  Aparatur  REnelja  dan
Reforrnasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis  Penyusunan  Penetapan  Kinerja,  Pelaporan  Kinelja,
dan   Tata   Cara    Reviu    atas    Laporan    Kinerja   Instansi
Pemerintah  (Berita  Negara  Republik Indonesia Tahun  2014
Nomor 1842);

12.    Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor 80 Tahun  2015
tentang  Pembentukan  Produk  Hukum  Daerah  (Berita
Negara  Republik  Indonesia  Tahun   2015   Nomor  2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri  Nomor  120  Tahun  2018  tentang  Perubahan    Atas
Peraturan  Menteri    Dalam  Negeri  Nomor  80  Tahun  2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157) ;

13.    Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  86 Tahun  2017
Tentang   Tata   Cara   Perencanaan,   Pengendalian   dan
Evaluasi   Pembangunan   Daerah,   Tata   Cara   Evaluasi
Rancangan      Peraturan      Daerah      tentang     Rencana
Pembangunan  Jangka   Panjang   Daerah   dan   Rencana
Pembangunan   Jangka   Menengah   Daerah,   serta  Tata
Cara     Perubahan     Rencana     Pembangunan     LJangka
Panjang     Daerah,     Rencana     Pembangunan     Jangka
Menengah    Daerah,    dan    Rencana    Kerja    Pemerintah
Daerah  (Berita  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2017
Nomor  1312);

14.    Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  70 Tahun  2019
tentang  Sistem  Informasi  Pemerintahan  Daerah  (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor  1114);

15.    Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  90  Tahun  2019
tentang      Klasifikasi,      Kodefikasi,      dan      Nomenklatur



Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara  Republik  Indonesia  Tahun   2019     Nomor   1447)
junto Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889
Tahun    2021    tentang    hasil   Verifikasi    dan   Validasi
Pemutakhiran  Klasifikasi,  Kodefikasi,  dan  Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

16.    Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  18 Tahun  2020
tentang  Peraturan  Pelaksanaan  Peraturan  Pemerintah
Nomor  13  Tahun  2019  tentang  Laporan  dan  Evaluasi
Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah  (Berita  Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

17.    Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  77  Tahun  2020
tentang   Pedoman   Teknis   Pengelolaan   Keuangan   Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

18.    Peraturan  Menteri  Dalarn  Negeri  Nomor  17  Tahun  2021
tentang Pedoman  Penyusunan  Rencana Kelja Pemerintah
Daerah   tahun  2022   (Berita  Negara  Republik  Indonesia
Tahun 2021  Nomor 1781);

19.    Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Kinelja  dan
Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021  tentang Sistem
Manajemen  Kinerja  Pegawai  Negeri  Sipil  (Berita  Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 210) ;

20.    Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Kinerja  dan
Reformasi   Birokrasi   Nomor    17   Tahun    2021    tentang
Penyetaraan  Jabatan  Administrasi  ke  dalam  Jabatan
Fungsional  (Berita Negara Republik Indonesia Tahun  2021
Nomor 525);

21.    Peraturan    Daerah    Kabupaten    Cirebon    Nomor     12
Tahun    2016    tentang    Pembentukan    dan    Susunan
Perangkat     Daerah     Kabupaten     Cirebon     (Lembaran
Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor  12,  Seri
D.7)    sebagaimana    telah    diubah    dengan    Peraturan
Daerah    Kabupaten    Cirebon    Nomor    1    Tahun    2021
tentang  Perubahan  atas  Peraturan  Daerah  Kabupaten
Cirebon  Nomor  12  Tahun  2016  tentang  Pembentukan
dan   Susunan   Perangkat   Daerah   Kabupaten   Cirebon
(Lembaran   Daerah   Kabupaten   Cirebon   Tahun   2021
Nomor  1,  Seri D);

22.    Peraturan    Bupati    Cirebon    Nomor   47   Tahun    2019
tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten
Cirebon  Tahun   2019-2024   (Berita  Daerah   Kabupaten
Cirebon   Tahun   2019   Nomor   50)   sebagaimana   telah
diubah   dengan   Peraturan   Bupati   Cirebon   Nomor   93
Tahun  2021  tentang  Perubahan  atas  Peraturan  Bupati
Cirebon    Nomor    47    Tahun    2019    tentang    Rencana
Strategis      Perangkat     Daerah      Kabupaten     Cirebon
Tahun  2019-2024.     (Berita  Daerah  Kabupaten  Cirebon
Tahun 2021  Nomor 93);

22.    Peraturan Bupati Cirebon Nomor  1  Tahun 2022 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata  Kerja  Perangkat  Daerah  Kabupaten  Cirebon  (Berita
Daerah Kabupaten Cirebon Nomor  1 Tahun 2022 Seri D);

23.    Peraturan Bupati Cirebon Nomor 3 Tahun 2022 tentang
Tugas,    F`ungsi    dan    Tata    Kerja    Sekretariat    Dewan
Pe rwakilan         Rakyat         D ae rah         ( B e rita         D ae rah
Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 3)



Memperhatikan    :    1.       Keputusan     Bupati     Cirebon     Nomor     061.1/Kep.23-
Org/2022  tentang  Uraian  Tugas  Sub  Koordinator  Pada
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

2.       Keputusan    Bupati    Cirebon    Nomor    051.2/Kep.299-
Setwan/2022   tentang   Tim   Penyusun   Rencana   Kerja
Sekretariat      Dewan      Perwakilan      Rakyat      Daerah
Kabupaten Cirebon Tahun 2023

3.      Surat           Edaran           Bupati           Cirebon           Nomor
903.22/1682/Bappelitbangda    tanggal     12    Mei    2023
tentang Tahapan dan Pedoman Penyusunan Perubahan
RKPD     dan     Perubahan     Renja     Perangkat     Daerah
Tahun 2023;

4.      Surat     Kepala     Bappelitbangda/Berita     Acara     Desk
Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 Nomor
000.7.5/889/PPEPD  tanggal 20 LJuni  2023  perihal Hasil
Pengendalian     dan      Evaluasi      terhadap      Kebijakan
Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
KESATU Melakukan   Perubahan   Rencana   Kerja   Sekretariat   Dewan

Perwakilan   Rakyat   Daerah   Tahun   2023   terutama   terkait
pagu    anggaran    dan    target    indikator    kinerja    dengan
sistematika sebagai berikut :

BAB    I        PENDAHULUAN

1.1    Latar Belakang
1.2   Landasan Hukum
1.3   Maksud dan Tujuan
1.4   Sistematika penulisan

BAB    11       EVALUASI    PELAKSANAAN    RENJA    PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2022

2.1   Evaluasi   Pelaksanaan   Renja   Perangkat   Daerah
Tahun   2023   dan   Capaian   Renstra   Perangkat
Daerah

2.2  Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3  Isu    isu    Penting    Penyelenggaraan    Tugas    dan

F`ungsi Perangkat Daerah
2.4  Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD
2.5  Penelaahan Uraian Program dan Kegiatan

BAB    Ill    TULJUAN,      SASARAN,      RENCANA      KERJA

DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1   Telahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
3.2   Tujuan  dan  Sasaran 'Perubahan  Renja  Perangkat

Daerah
3.3   Program  Kegiatan,  Perubahan  Rencana Kerja dan

Pendanaan Perangkat Daerah
BAB    IV     PENUTUP

4.1   Catatan Penting dalam Penyusunan Renja



4.2   Kaidah-Kaidah pelaksanaan
4.3   Rencana Tindak Lanjut

KEDUA

IarlGA

KEEMPAT

KELIRA

REBENAM

IuruJUH

Uraian   sistematika   Perubahan   Renja   Sekretariat   Dewan
Perwakilan    Rakyat    Daerah    Tahun     2023     sebagaimana
dimaksud   pada   Diktum   KESATU   sebagaimana   tercantum
dalam  Lampiran  yang  merupakan  bagian  tidak  terpisahkan
dari Keputusan Bupati ini.

Maksud   disusunnya   Perubahan   Renja   Perangkat   Daerah
Tahun  2023  yaitu  sebagai  pedoman  bagi  Perangkat  Daerah
dalam    menyusun    dan    mensinkronisasikan    perubahan
perencanaan,    penganggaran    dan    pelaksanaan    program,
kegiatan dan sub kegiatan pembangunan serta mengevaluasi
hasil    kinerja    perangkat    daerah    pada    tahun    berjalan
berdasarkan  capaian   target  indikator  program  yang  telah
ditetapkan    dengan    berpedoman    pada    Perubahan    RKPD
Tahun 2023.

Tujuan   disusunnya   Perubahan   Renja   Sekretariat   Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2023 yaitu :
a.   sebagai    penjabaran    dari    Renstra    Perangkat    Daerah

Tahun 2019-2024;
b.  sebagai pelaksana teknis kegiatan prioritas pembangunan

daerah;
c.   mewujudkan    integrasi,     sinkronisasi,     dan    harmonisasi

perencanaan dan penganggaran pembangunan antar sektor,
wilayah    dan    fungsi    maupun    tingkatan    pemerintahan
berdasarkan Perubahan RKPD Tahun 2023;

d.  sebagai   instrumen   dalam   mengukur   capaian   kinerja
perangkat   daerah   berdasarkan   capaian   target   indikator
kinelja sasaran, outcome dan oLttpttt yang telah ditetapkan;

Sekretaris     Dewan     Perwakilan     Rakyat     Daerah     selaku
Pengguna    Anggaran    mempunyai    tanggung   jawab    atas
pencapaian  target  sasaran  strategis  yang  tercantum  dalam
Perubahan Renja tahun 2023.

Kepala  Bagian  selaku  Kuasa  Pengguna Anggaran  mempunyai
tanggung jawab atas pencapaian target ozttcome program yang
tercantum dalam Perubahan  Renja Tahun 2023  dan indikator
kinerja kunci yang bersifat outcome.

Sub  Koordinator  atau  pejabat  fungsional  yang  setara  selaku
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan mempunyai tanggung jawab
atas pencapaian target output kegiatan dan  sub kegiatan yang
tercantum    dalam    Perubahan    Renja    Sekretariat    Dewan
Perwakilan  Rakyat  Daerah Tahun  2023  dan  indikator kinerja
kunci yang bersifat output.



KEDELAPAN          :     l{c.I)utusan  l3upali  ini  mulai  berlaku  pada  tanggal  dilelapkan.

Ditetapkan di Sumber

pada  langgal   8   September   2023

IMRON

Tembusan  :
1.  Yth.  Kcpala Badan  Pcrcnc`anaan  Pcmbangunan,  Pcnelitian

dan  Pengembangan  Dac`rah  Kabupaten  Cirebon;

2.  Ylh.  Inspcklur  Kabupatc`n  Cirebon.



Lampiran     : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
Nomor          :   051.2/Kep.  879Setwan/2023
Tanggal        :8       September  2023

BABI
PENDAHULUAV

1.1.   Latar Belahang

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang     Sistem     Perencanaan     Pembangunan     Nasional     dan
Undang-Undang   Nomor   23   Tahun   2014   tentang   Pemerintahan
Daerah  serta  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia
Nomor    86    tahun    2017    tentang    Tata    Cara    Perencanaan,
Pengendalian   dan   Evaluasi   Pembangunan   Daerah,   Tata   Cara
Evaluasi     Rancangan     Peraturan     Daerah     tentang     Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka  Menengah  Daerah,  serta  Tata  Cara  Perubahan  Rencana
Pembangunan  Jangka  Panjang   Daerah,   Rencana   Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kelja Pemerintah Daerah,
bahwa   setiap   daerah   diwajibkan   untuk   menyusun   rancangan

perencanaan pembangunan daerah untuk jangka panjang 20  (Dua
Puluh)  tahun  (RPJPD), jangka menengah  5  (Lima)  tahun  (RPJMD),
serta jangka pendek 1  (satu) tahun (RKPD).

Lebih   lanjut,   setiap   perangkat   daerah   sebagai   pelaksana
harus menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah untuk jangka
5  (Lima)  tahun  untuk  mengarahkan  perencanaan  pembangunan

yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah.  Renstra perangkat
daerah  disusun  dengan  memuat  gambaran  pelayanan  perangkat
daerah,  permasalahan  dan  isu-isu  strategis,  tujuan  dan  sasaran,
strategi  dan  arah  kebijakan,  rencana  program,  kegiatan  dan  sub
kegiatan  serta  indikator  kineria  perangkat  daerah  sesuai  dengan
tugas   dan   fungsi   perangkat   daerah   yang   berpedoman   kepada
RPJMD   dan   RPJPD   dan   bersifat   indikatif.   Sedangkan   sebagai

penjabaran   dari   Renstra   perangkat   tersebut,   maka   perangkat
daerah harus membuat Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi
Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kelja
Perangkat Daerah (Renja PD) untuk periode 1 (satu) tahun.

Perubahan   Rencana   Kelja   Pembangunan   Daerah   (RKPD)
Kabupaten     Cirebon    Tahun     2023     merupakan     bagian     dari

Perubahan  Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Grebon Tahun 2023



pelaksanaan   Rencana   Pembangunan   Jangka   Menengah   Daerah
(RPJMD)   Tahun   2019-2024.   Guna   menunjang   visi   Kabupaten
Cirebon, yaitu :

"TERmuJruDNTA KABUPATEN CIREBON BERBUDAYA,

SRIAHTERA, AGAVIS, MATU DAN AMAN ".

Dalam  rangka pencapaian visi yang telah  ditetapkan,  dengan
memperhatikan  kondisi  dan  permasalahan  yang  ada,  tantangan
ke  depan,  serta  memperhitungkan  peluang  yang  dimiliki,  maka
ditetapkan 5 (lima) misi Kabupaten Cirebon, yaitu :
1.   Mewujudkan  masyarakat  kabupaten  cirebon  yang  menjunjung

tinggi  dan  melestarikan  nilai-nilai  budaya,   tradisi  dan  adat
istiadat.

2.   Meningkathya  kualitas  hidup  masyarakat  melalui  pemenuhan
kebutuhan dasar masyarakat,  peningkatan kualitas pendidikan
dan pelatihan, kesehatan dan ekonomi.

3.   Meningkatnya    kualitas    kehidupan    masyarakat    Kabupaten
Cirebon  yang  senantiasa  menerapkan  nilai-nilai  agama,  budi

pekerti, santun, dan beretika.
4.   Meningkatnya produktivitas masyarakat untuk lebih maju  dan

unggul  sehingga menambah daya saing di pasar intemasional,
nasional    dan    regional,    yang    didukung    oleh    peningkatan
kapasitas aparatur Pemerintah Daerah.

5.   Memelihara     kealnanan     dan     ketertiban     umum     untuk
mewujudkan kondusivitas daerah guna mendukung terciptanya
stabilitas nasional.

Perubahan   Rencana   Kerja   Perangkat   Daerah   yang
selanjutnya   disingkat    Perubahan    Renja   PD    merupakan
dokumen  perencanaan  PD  untuk  periode  satu  tahun  yang
memuat gambaran pelayanan perangkat daerah,   tujuan dan
sasaran,   serta   rencana   kerja   dan   pendanaan   perangkat
daerah yang terdiri dari prograln, kegiatan dan sub kegiatan
sebagai      bentuk     penyelenggaraan      pembangLman      dan
pemerintahan daerah balk yang langsung dilaksanakan oleh
pemerintah     daerah     maupun    yang     ditempuh     dengan
mendorong partisipasi masyarakat.

Perubahan Renja PD merupakan dokumen perencanaan
tahun an                d alam                rangka                terwuj u dnya
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p eren c an aan      yang      terp adu       d an       terarah       d al am
p enyel enggaraan         p em erin tah an         d an         p el aks anaan
pembangunan yang efektif dan efisien sesuai dengan prioritas
dan   sasaran   penyelenggaran   pembangunan/pemerintahan
daerah.  Dengan  demikian  Perubahan  Renja  PD  merupakan
salah    satu    dokumen    perencanaan    pembangunan    dan
penyelenggaraan     urusan     pemerintahan     daerah     maka
Perubahan  Renja  PD  harus  dirumuskan  secara  transparan,
responsif,   efisiensi,   efektif,   akuntabel,   partisiptif,   terurfur,
berkeadilan, dan berwawasan lingkungan.   Perangkat daerah
dalam  menyusun  Perubahan  Renja mengacu  pada kerangka
arahan  yang    dirumuskan  dalam  Perubahan  RKPD.  Dalam
penyusunan  Perubahan  Renja  PD  dapat  dikerjakan  secara
simultan/paralel   dengan   penyusunan    Perubahan    RKPD,
dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap
kondisi   eksisting  perangkat   daerah,   evaluasi   pelaksanaan
Renja   PD   tahun-tahun   sebelumnya   dan   evaluasi   kinerja
terhadap   pencapalan   Renstra   Perangkat   Daerah.   Fungsi
Perubahan Renja PD yang disusun setiap tahun yaitu sebagal
berikut :

1. Perubahan   Renja  PD  merupakan  dokumen  yang  secara
substansial penerjemahan  dari program  Perangkat Daerah
yang    ditetapkan    dalam    Rencana    Strategis    (Renstra)
Perangkat     Daerah     sehingga     terdapat     keharmonisan
pelaksanaan  program  dalaln  pencapaian  sasaran  strategis
perangkat daerah.

2. Perubahan Renja PD merupakan acuan perangkat daerah untuk
memasukkan program, kegiatan dan sub kegiatan ke dalam KUA,
PPAS dan perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang
akan  dilaksanakan  dalam  Rencana  Kelja  Perubahan  Anggaran

(RKPA) tahun 2023.

3. Perubahan  Renja  PD  merupakan  salah  satu  instrumen  untuk
evaluasi pelaksanaan program, kegiatan,  sub kegiatan perangkat
daerah, mengetahui sejauh mama capaian kinerja yang tercantum
dalam  Rencana  Kinelja  Tahunan   sebagai  wujud  dari  kineq.a

perangkat daerah.

S e bagaiman a          tertuang          dalam          Un dan g-Un d an g

Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
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Nasional,  yang  didalamnya  mengamanatkan  untuk     menyusun
Rencana Kelja Pembangunan  Daerah  (RKPD)  sebagai  Perencanaan
Pembangunan Daerah dalam Jangka waktu  1  (satu) Tahun.  Proses
atau   tahapan-tahapan  pokok  dalam  penyusunan   Renja  adalah
sebagai berikut:
1. Melaksanakan kegiatan musrenbang dari Musrenbang Kecamatan

sampai Musrenbang Kabupaten
2. Pelaksanaan   kegiatan   Musrenbang   RKPD   Tahun   2023   agar

diselenggarakan secara simultan mulai dari musrenbang tingkat
kecamatan, forum perangkat daerah sarnpai musrenbang tingkat
kabupaten.

Berdasarkan tahapan-tahapan perencanaan tersebut,  dalam

penyusunan   dan   penetapan   Perubahan   Rencana   Kelja   (Renja),
dapat    diambil    suatu    pemahaman    bahwa    penyusunan    dan

penetapan  Renja perangkat daerah merupakan  suatu  proses yang
beljalan dan bertahap serta harus sejalan dengan penyusunan dan

penetapan RPJM Daerah.  Disamping perencanaan secara bottom ztp
dan  juga   top  czoturi  juga  sehamsnya  disesuaikan   dengan  arah
kebijakan daerah, isu strategis dan kondisi sosial politik yang ada di
daerah tersebut khususnya Kabupaten Cirebon.

Setelah   Perubahan   Renja   ditetapkan   dan   disahkan   oleh
Kepala   Daerah,    maka   Rencana   Ken.a   tersebut   perlu   untuk
dijabarkan  lebih  rinci ke  dalam  target program,  kegiatan  dan  sub
kegiatan.  Di  dalam  rencana  tahunan  tersebut  selanjutnya  lebih
terperinci lagi memuat target pada masing-masing sub kegiatan, hal
tersebut   dijadikan   patokan   dan   dasar   dalam   pelaksanaan   di
masing-masing  sub  kegiatan  untuk  mencapai  tujuan  yang  telah
ditetapkan.

Mengingat arti strategis dokumen Perubahan Renja Perangkat
Daerah dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan
tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan
hingga  penetapan  dokumen  Perubahan  Rencana  Kerja  Perangkat
Daerah   harus   mengikuti   tata   cara   dan   alur   penyusunannya
sebagaimana   tertuang   dalam   Peraturan   Menteri   Dalam   Negeri
Republik   Indonesia   Nomor   86   tahun   2017   tentang  Tata   Cara
Perencanaan,  Pengendalian  dan  Evaluasi  Pembangunan  Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
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Jangka  Menengah  Daerah,  serta  Tata  Cara  Perubahan  Rencana
Pembangunan  Jangka  Panjang  Daerah,   Rencana  Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
Bagan   alur   tahapan   penyusunan   Renja   Perangkat   Daerah
adalah sebagai berikut: (1ihat gambar  1.1)

Ganbar 1 . 1

Bagan Alir Tahapan Penyusunan Rencana Kelja (Renja) OPD
Kabupaten/Kota

Perubahan   Rencana   Kerja   Sekretariat   DPRD   Kabupaten
Cirebon Tahun 2023 disusun berdasarkan :

1. Evaluasi   pelaksanaan   Rencana   Kelja   tahun   berkenaan   dan

perkiraan capaian sampai akhir tahun berjalan (Tahun 2023) dan
mengacu pada prioritas dan sasaran pembangunan daerah Tahun
2023 (Perubahan RKPD).

2. Program,   kegiatan   dan   sub   kegiatan   dalam   Rencana   Keria
Sekretariat  DPRD  Kabupaten  Cirebon  selaras  dengan  program,
kegiatan   dan    sub   kegiatan   yang   disepakati   oleh    seluruh

pemangku kepentingan dalam forum perangkat daerah.

3. Program,   kegiatan   dan   sub   kegiatan   dalam   Rencana   Kelja
dilengkapi  dengan  indikator  kinelja  hasil  (outcome),  indikator
kineria keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang
menunjukkan prakiraan maju.

4. Perubahan Rencana Kelja PD yang telah tercantum dalam KUPA
dan     PPAS     Perubahan    digunakan     sebagai    dasar    dalam

penyusunan Rancangan Kelja dan Anggaran Perangkat Daerah.
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1.2.   Landasan Hulmm
1)   Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  1950  tentang  Pembentukan

Daerah-Daerah  Kabupaten  Dalam  Lingkungan  Propinsi  Djawa
Barat    (Berita    Negara    Republik    Indonesia    Tahun     1950)

sebagaimana       telah       diubah       dengan       Undang-Undang
Nomor    4    Tahun    1968    tentang    Pembentukari    Kabupaten
Purwakarta    dan    Kabupaten    Subang    dengan    mengubah
Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  1950  tentang  Pembentukan
Daerah-Daerah     Kabupaten     Dalam     Lingkungan     Propinsi
Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  1968
Nomor  31,   Tambahan   Lembaran   Negara  Republik  Indonesia
Nomor 2851);

2)   Undang-undang  Nomor  25  Tahun  2004  tentan-g  Sistem
Perencanaan   Pembangunan   Nasional   (Lembaran   Negara
Republik    Indonesia    Tahun    2004    Nomor    104,    Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3)   Undang-Undang  Nomor 23  Tahun  2014  tentang pemerintahan
Daerah   (Lembaran   Negara   Republik   Indonesia   Tahun   2014
Nomor  244,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah  diubah beberapa kali, terakhir
dengan    Undang-Undang    Nomor    6    Tahun    2023    tentang
Penetapan   Peraturan   Pemerintah   Pengganti   Undang-Undang
Nomor     2     Tahun     2022     tentang     Cipta     Kelja     menjadi
Undang-Undang  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun
2023    Nomor    41,    Tambahan    Lembaran    Negara    Republik
Indonesia Nomor 6856);

4)   Undang-Undang  Nomor   11   Tahun  2020  tentang  Cipta  Kelja

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 11);
5)   Undang-Undang    Nomor    2    Tahun    2020    tentang    Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor  1  Tahun
2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem
Keuangan  untuk  Penanganan  Pandemi  Corona  Virus  Disease
2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman

yang     membahayakan     Perekonomian     Nasional     dan/atau
Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara  Republik  Indonesia Tahun  2020  Nomor  87,  Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 6485);

6)   Peraturan     Pemerintah     Nomor     12     Tahun     2019     tentang
Pengelolaan   Keuangan   Daerah   (Lembaran   Negara   Republik
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Indonesia Tahun 2019  Nomor 42, Tambahan Lembaran  Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

7)   Peraturan  Pemerintah  Nomor  13  Tahun  2019  tentang  Laporan
dan  Evaluasi  Penyelenggaraan  Pemerintah  Daerah  (Lembaran
Negara  Republik  Indonesia Tahun  2019  Nomor  52,  Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

8)   Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018
tentang  Pedoman  Penyusunan  Tata  Tertib  Dewan  Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59);

9)   Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan  Perwakilan  Rakyat   Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);

10) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan  Perwakilan Rakyat   Daerah  (Lembaran  Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);

11)Peraturan     Pemerintah     Nomor     11     Tahun     2017     tentang

Manajemen  Pegawai  Negeri  Sipil  (I,embaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun  2017  Nomor 63, Tambahan  Lembaran  Negara
Republik  Indonesia  Nomor  6037)   sebagaimana  telah   diubah
dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  17  Tahun  2020  tentang
Perubahan  atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  11  Tahun  2017
tentang   Manajemen   Pegawai   Negeri   Sipil   (Lembaran   Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia   Nomor 6477);

12) Peraturan  Pemerintah  Nomor  18  Tahun  2016  tentang  Perangkat
Daerah    (I,embaran    Negara   Republik   Indonesia   Tahun    2016
Nomor   114,   Tambahan   Lembaran   Negara   Republik   Indonesia
Nomor    5887)    sebagaimana   telah   diubah    dengan    Peraturan
Pemerintah   Nomor   72   Tahun   2019   tentang   Perubahan   atas
Peraturan Pemerintah Nomor  18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah   (I,embaran   Negara   Republik   Indonesia   Tahun   2019
Nomor   187,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 6402);

13) Peraturan  Menteri  Pendayagunaan Aparatur Kinelja dan  Refomiasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan
Penetapan  Kinelja,  Pelaporan  Kineria,  dan  Tata  Cara  Reviu  atas
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Laporan   Kineq.a   Instansi   Pemerintah    q3erita   Negara   Repub]jk

Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Pembentukan  FToduk  Hukum  Daerah  (Berita  Negara  Republik
Indonesia  Tahun  2015  Nomor  2036)  sebagaimana  telah  diubah
dengan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  120  Tahun  2018

tentang   Pembahan      Atas      Peraturan   Menteri      Dalam   Negeri
Nomor 80 Taliun 2015 tentang Pembentukan Produk HL± Daerah

q3eritaNegaraRapubmlndonesiaTahun2018Nomor157);
15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  13 Tahun 2006 tentang

Pedoman   Pengelolaan   Keuangan   Daerah,   sebagaimana   telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri   Nomor   21    Tahun   2011    tentang   Perubahan   Kedua
Peraturan   Menteri   Dalam   Negeri   Nomor    13   Tahun   2006

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019  tentang

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah  (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang

Klasifikasi,      Kodefikasi,      dan      Nomenklatur      Perencanaan
Pembangunan  dan  Keuangan  Daerah  (Berita  Negara  Republik
Indonesia  Tahun  2019  Nomor  1447)  junto  Keputusan  Menteri
Dalam   Negeri   Nomor   050-5889   Tahun   2021   tentang   Hasil
Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur    Perencanaan     Pembangunan     dan    Keuangan
Daerah;

18)Peraturan      Menteri      Dalam      Negeri      Republik      Indonesia

Nomor   86    tahun    2017   tentang   Tata   Cara   Perencanaan,
Pengendalian  dan  Evaluasi  Pembangunan  Daerah,  Tata  Cara
Evaluasi    Rancangan    Peraturan    Daerah    tentang    Rencana
Pembangunan     Jangka     Panjang     Daerah     dan     Rencana
Pembangunan   Jangka   Menengah   Daerah,   serta   Tata   Cara
Perubahan   Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang  Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kelja Pemerintah Daerah;

19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  18 Tahun 2020 tentang

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor  13 Tahun
2019     tentang     Laporan     dan     Evaluasi     Penyelenggaraan
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Pemerintahan    Daerah    (Berita    Negara    Republik    Indonesia
Tahun 2020 Nomor 288);

20) Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  77  Tatiun  2020  tentang
Pedoman   Te]mis   Pengelolaan   Keuangan   Daerah   Gerita   Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

21) Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  17  Tahun  2021  tentang
Pedoman   Penyusunan    Rencana   Kerja   Pemerintah        Daerah
tahun   2022   Gerita   Negara   Republik   Indonesia   Tahun   2021
Nomor 1781);

22) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Kinelja dan Refomiasi
Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinelja
Pegawai Negeri  Sipil  Q3erita Negara Republik Indonesia Tahun 2021

Nomor210);

23) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Kinelja dan Reformasi
Birokrasi  Nomor  17  Tahun  2021  tentang  Penyetaraan  Jabatan
Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional Q}erita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);

24) Peraturan  Daerah  Kabupaten  Cirebon  Nomor  14  Tahun  2009
tentang        Rencana        Pembangunan        Panj ang        D aerah
Kabupaten    Cirebon    Tahun    2005-2025    (Lembaran    Daerah
Kabupaten Cirebon Tahun 2009 Nomor 14 Seri E.8);

25) Peraturan  Daerah  Kabupaten  Cirebon  Nomor  12  tahun  2016
tentang    Pembentukan    dan    Susunan    Perangkat    Daerah
Kabupaten   Cirebon   (I,embaran   Daerah   Kabupaten   Cirebon
nomor   12   tahun   2016)   sebagaimana   telah   diubah   dengan
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Cirebon  Nomor   1  Tahun  2021
tentang  Perubahan  atas  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Cirebon
Nomor   12  Tahun  2016  tentang  Pembentukan  dan  Susunan
Perangkat    Daerah    Kabupaten    Cirebon    (I,embaran    Daerah
Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);

26) Peraturan  Daerah  Kabupaten  Cirebon  Nomor  7  Tahun  2019
tentang   Rencana   Pembangunan   Jangka   Menengah   Daerah
Tahun    2019-2024    (I,embaran    Daerah    Kabupaten    Cirebon
Tahun  2019  Nomor  7)  sebagaimana  telah  dengan  Peraturan
Daerah   Kabupaten   Cirebon   Nomor   6   Tahun   2021   tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang
Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah  Kabupaten
Cirebon    Tahun    2019-2024    (Lembaran    Daerah    Kabupaten
Cirebon Tahun 2021 Nomor 6);
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27)Peraturan   Bupati   Cirebon   Nomor    1    Tahun   2022   tentang
Kedudukan,  Susunan Organisasi, Tugas dan F\mgsi serta Tata
Kerja   Perangkat   Daerah   Kabupaten   Cirebon   (Berita   Daerah
Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 1);

28) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tugas,
F\mgsi  dan  Tata  Kelja  Sekretariat  Dewan  Perwakilan  Rakyat
Daerah    (Berita    Daerah    Kabupaten    Cirebon    Tahun    2022
Nomor 3);

29) Keputusan   Bupati   Cirebon   Nomor  47  Tahun   2023   Tentang
Perubahan         Re nc ana         Ke rj a         Pemerintah         D aerah
Kabupaten Cirebon Tahun 2023.

1.3.   Maksud dan Tujuan

Maksud   dari   penyusunan   Perubahan   Rencana   Kelja   ini
adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program
dan kegiatan tahun 2023 dan perencanaan program, kegiatan dan
sub  kegiatan  yang  akan  dilaksanakan  dalam  Rencana  Kelja  dan
Perubahan Anggaran  (RKPA)  Sekretariat DPRD  Kabupaten  Cirebon
tahun 2023.

Tujuan  disusunnya  Perubahan  Rencana  Kelja  Sekretariat
DPRD  Kabupaten  Cirebon  tahun  2023  adalah  untuk  memasukan

program,  kegiatan  dan  sub  kegiatan  yang  ada  di  Rencana  Keria
Perangkat Daerah ke dalaln Kebijakan Umum Perubahan Anggaran
dan      Perubahan      Prioritas      Plafon      Anggaran      Sementara

(KUPA-Perubahan PPAS) Tahun 2023.

1.4.   Sistematilra penulisan

Untuk   memperoleh   gambaran   yang   sistematis   mengenai
Penyusunan  Perubahan  Rencana  Kelja  (Renja),  disajikan  dengan
sistematika sebagai berikut :
BAB I      :   PenczahafuczrL, pada bab ini berisi tentang latar belakang,

landasan  hukum,  maksud  dan  tujuan dan  sistematika

penulisan.

rizi
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BA:B T1     ..   Euahaasi pelckscun,an Renja peranglcat Daerah, peda bah

ini     berisi     tentang     evaluasi     pelaksanaan     Renja
Tahun  2023  dan  capaian  renstra  perangkat  daerah,
analisis  kineria  pelayanan  perangkat  daerah,   isu-isu

penting  penyelenggaraan  tugas  dan  fungsi  perangkat
daerah,  review  terhadap  rancangan  perubahan  RKPD,

penelaahan usulan program dan kegiatan

BAB[I1   ..   TLejuan,    Sasaran,    Reneana    Kerja    dan    Pendanaan
Perangkczt DaeroJL  pada bab ini berisi tentang telaahan
terhadap  kebijakan  nasional  dan  provinsi,  tujuan  dan
sasaran  perubahan  renja  perangkat  daerah,  program
kegiatan,   perubahan   rencana   kelja   dan   pendanaan

perangkat daerah

BAB IV   :   Penttfup,  pada  bab  ini  berisi  tentang  catatan  penting
dalam  penyusunan  renja,  kaidah-kaidah  pelaksanaan
dan rencana tindak lanjut.

LAMPIRAN-LAMPIRAN
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DAB   11
EVAI;UASI PELAKSANAAN REN.A

PERANGKAT DAERAI[ TAIIUN 2023

2.1.   Eivaluasi Pelal=sanaan Renja Perangl=at Daerah Tahun 2023 dan
Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Dalaln   rangka   peningkatan   pelaksanaan   Rencana   Kelja
Perangkat Daerah pada Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon, maka

perlu dilakukan kajian terhadap evaluasi pelaksanaan kinelja tahun
2023  dan  perkiraan  capaian  salnpai  akhir  tahun  beljalan  (Tahun
2023),  dengan  demikian  Rencana  Kelja  yang  akan  dilaksanakan
akan lebih selektif, terarah, dan berkesinambungan dengan rencana
strategis Kabupaten Cirebon.

Dari  hasil  evaluasi  terhadap  Rencana  Kerja  tahunan  yang
telah dilaksanakan,  sebagai tolok ukur menuju ke arah yang lebih
balk merupakan keberhasilan yang telah diraih pada rencana kerja
tahun sebelumnya.

Dari  hasil  evaluasi  pelaksanaan  Rencana  Kelja  tahun  2023
bahwa  kegiatan  perencanaan  pada  seluruh  kegiatan  di  Seketariat
DPRD  Kabupaten  Cirebon  yang  disusun  atas  dasar  keterpaduan
antara sasaran yang dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan
fasilitasi terhadap Fungsi DPRD,  dengan target dan indikator yang
harus  dicapai  dimulai  dengan  melakukan  analisis  terhadap  hasil
capaian kinelja.

Hasil   capaian   kinerja   sesuai   dengan   perjanjian   kinerja
sasaran  Sekretariat  DPRD  Bulan  Agustus  Tahun  2023     adalah
sebagai berikut :
1. Sasaran yang pertama adalah meningkatnya fasilitasi fungsi alat-

alat  kelengkapan   DPRD,   dengan   indikator  persentase  jumlah

peraturan  perundangan  selesai  tepat waktu.  Sasaran  ini  terdiri
dari  1  (satu) program, 7 (tujuh) kegiatan dan 21  (dua puluh satu)
sub kegiatan, sedangkan dana yang dianggarkan adalah sebesar
Rp24.277.292.000,OO (Dua fuluh Empat Miliar Dua Ratus Tujuh

Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah)
dan  direalisasikan  sebesar  Rpl4.623.770.717,00   (Empat  Belas
Miliar  Enam  Ratus  Dua  Puluh  Tiga  Juta  Tujuh  Ratus  Tujuh
Puluh   Ribu  Tujuh  Ratus  Tujuh   Belas   Rupiah)   atau  sebesar
60,24°/o dengan capaian kinelja 17,20°/o.

2. Sasaran yang kedua adalah meningkatnya kinerja, akuntabilitas,
dan perencanaan pada Sekretariat DPRD,  dengan indikator Nilai
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LAKIP Sekretariat DPRD. Sasaran ini terdiri dari 1  (satu) program,

9  (sembilan)  kegiatan dan 29  (dua puluh sembilan)  sub kegiatan
dengan  jumlah   anggaran   sebesar   Rp55.499.546.775,00   (Lima
Puluh  Lima Miliar  Empat Ratus  Sembilan  Puluh  Sembilan Juta
Lima  Ratus  Empat  Puluh  Enam  Ribu Tujuh  Ratus Tuju  Puluh
Lima  Rupiah)  dan  direalisasikan  sebesar  Rp42.376.251.564,00

(Empat Puluh Dua Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Dua
Ratus  Lima  Puluh  Satu  Ribu  Lima  Ratus  Enam  fuluh  Empat
Rupiah) atau sebesar 76,35°/o dengan capaian kinelja loo,00°/o.

Untuk perkiraan capaian  sampai akhir tahun beljalan yaitu
tahun  2023  sesual  Renstra  Sekretariat  DPRD  Kabupaten  Cirebon
adalah sebagai berikut :
1. Sasaran  yang  pertama   adalah   meningkatnya  fasilitasi   fungsi

alat-alat kelengkapan DPRD, dengan indikator kinerja persentase
jumlah peraturan perundangan  selesai tepat waktu.  Sasaran ini
terdiri dari 1 (satu) program, 7 (tujuh) kegiatan dan 21 (dua puluh
satu)     sub     kegiatan     dengan    jumlah     anggaran     sebesar
Rp29.432.330.300,OO  (Dua  Puluh  Sembilan  Miliar  Empat  Ratus
Tiga  Puluh  Dua  Juta  Tiga  Ratus  Tiga  Puluh  Ribu  Tiga  Ratus
Rup iah)          dan          perkiraan          d ire ali s a sikan          se be sar
Rp26.783.420.573.,OO  ( Dua fuluh  Sembilan Miliar Tujuh  Ratus
Delapan  Puluh  Tiga  Juta  Empat  Ratus  Dua  fuluh  Ribu  Lima
Ratus  Tujuh  Puluh  Tiga  Rupiah)  atau  sebesar  91,00°/o  dengan
capaian kinelja 60,0oo/o.

2. Sasaran yang kedua adalah meningkatnya kinerja,  akuntabiltias
dan  perencanaan  pada  Sekretariat DPRD  dengan  indikator Nilai
IAKIP Sekretariat DPRD. Sasaran ini terdiri dari 1  (satu) program,
9 (sembilan) kegiatan dan 29 (dua puluh sembilan)   sub kegiatan
dengan   jumlah   anggaran   sebesar   Rp65.021.940.275,00   dan
direalisasikan sebesar Rp63.071.282.066,OO atau sebesar 97,00%
dengan capaian kinerja loo,00°/o.

2.2.   Analisis Kineria Pelayanan Sekretariat DPRD

Capaian     target     kinelja     pelayanan     Sekretariat     DPRD
Kabupaten  Cirebon  secara  keseluruhan  pada  tahun  2023  dapat
dilihat pada tabel dibawah ini :

NO INDIRAroR Runus/ Target Capaian Ket.SASA- PERE[TUNGAV Kineda Kinelja
1 2 3 4 5 6
1. Persentase  jumlah (Jumlah      Peraturan 930/o 60,OOO/o

peraturan Perundangan      yang
perundangan ditetapkan  /  Jumlah
selesai tepat waktu PeraturanPerundangan      yangdiagendakan)x100%
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1 2 3 4 5 6
2. Nilai                  LAKI P Perencanaan   Kinelja 64,50 70,00

Sekretariat DPRD (30%)   +  PengukuranKinelja(25o/o)+PelaporanREnelja(i5o/o)+EvaluasiInternal(loo/o)+CapaianKinerja(20%)-100% Poin Poin

Sementara Capaian target kinelja pelayanan Sekretariat DPRD
Kabupaten   Cirebon   secara  keseluruhan   sampai   Bulan  Agustus
Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

NO INDIRATOR HUMUS/ Target Capaian Ket.SASA- PEREITUNGAN Kineda Kineda
1 2 3 4 5 6
1. Persentase (Jumlah   Peraturan 930/o 17,20% Dihitung

jumlah Perundangan   yang sanpai
peraturan d ite tapkan              / Agustus
perundangan Jumlah    Peraturan 2023
sele sai          tepat Perundangan   yang
waktu diage ndakan)          x1000/o

2. Nilai              LAKI P Perencanaan 64 Poin 70 Poin Dihitung
Sekretariat Kinerja      (30%)      + setelah
DPRD Pengukuran Tahun

Kinerja      (250/o)      + Anggaran
Pelaporan     Kinelja 2023
(150/o)     +    EvaluasiInternal(100/o)+CapaianKinelja(200/o)=looo/o berakhir

Melihat  tabel  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  Sekretariat
DPRD Kabupaten Cirebon telah melaksanakan tugas dan tanggung

jawabnya  dalam  meningkatkan   fasilitasi  terhadap  fungsi   DPRD
dengan kategori yang baik.

2.3.   Isu-isu Penting dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fung8i OPD

Penentuan  isu-isu  strategis  mutlak  menjadi  bagian  dalam
suatu  proses  perencanaan.  Keberhasilan  mengidentifikasi  isu-isu
strategis dengan tepat pada gilirannya akan membuat perencanaan
disusun menjadi tepat sasaran,  efektif,  dapat diterima oleh pihak-

pihak terkait, dan dapat dipertanggungjawabkan.  Dalam Peraturan
Menteri    Dalam    Negeri    Nomor    86    Tahun    2017    memberikan

penjelasan  bahwa yang dimaksud  isu-isu  strategis  adalah  kondisi
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atau   hal   yang   harus   diperhatikan   atau   dikedepankan   dalam

perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi
entitas (daerah/masyarakat) di masa datang.

Hal-hal  yang  menjadi   isu   strategis   adalah   keadaan  yang
apabila tidak diantisipasi,  akan menimbulkan kerugian yang lebih
besar    atau    sebaliknya,    apabila    tidak    dimanfaatkan,    akan
menghilangkan    peluang    untuk    meningkatkan     kesejahteraan
masyarakat  dalam  jangka  panjang.   Di   samping  itu   suatu   isu
strategis   merupakan   hal-hal   yang   bersifat   mendasar,   jangka

panjang,  mendesak,  serta menentukan  tujuan di nasa yang akan
datang.

Merumuskan    perencanaan   yang   kontekstual    dan    tepat
sasaran  senantiasa melekat dan terkait dengan Perangkat Daerah.
0leh karena itu pada bagian ini dikemukakan analisis lingkungan
strategis    yang    didasarkan    pada    permasalahan-permasalahan

pelayanan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Cirebon  baik  internal  maupun  eksternal;  telaahan  visi,  misi,  dan

program Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam rangka untuk
penentuan  isu-isu  strategis  Sekretariat  Dewan  Perwakilan  Rakyat
Daerah Kabupaten Cirebon.

Mengacu   pada   tugas   pokok   dan   fungsinya,   maka   peran
Sekretariat  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Kabupaten  Cirebon
dalam memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sangatlah

penting,  karena  kenyamanan  dan  kelancaran  pelaksanaan  tugas
Pimpinan   dan   Anggota   DPRD    selaku   entitas   penting   dalam

pembangunan   daerah   juga   ditentukan   oleh   kenyarnanan   dan
kelancaran  fasilitasi terhadap pelaksanaan tiap-tiap kegiatan yang
menjadi tugas dan fungsi Sekretariat DPRD.

Tanggung jawab  merupakan  hal yang  sangat  penting untuk
meyakinkan  adanya  harmonisasi  dalam  pelaksanaan  tugas-tugas
organisasi. Dengan demikian semua elemen organisasi akan bekeria
sesuai dengan fungsi masing-masing namun tetap memperhatikan

pencapaian  hasil akhir bagi organisasi  secara keseluruhan.  Setiap
elemen organisasi bekelja dalam rangka mencapai tujuan dan tidak
bekerj a secara terkotak-kotak.

Faktor-fcktor   penentu   keberhasilan   merupakan   hal   yang
sangat    penting    dalam    penetapan    pencapaian     keberhasilan

Perubahan  Renja Sekretariat DPRD  Kabupaten Cirebon Tahun 21]23



organisasi  yang  ditetapkan  dengan  terlebih  dahulu  menganalisis
faktor   lingkungan   baik   internal   maupun   eksternal.   Sekretariat
DPRD  dalam  mengembang  tugas  pokok dan  fungsinya  senantiasa
dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat strategis, yakni kondisi,
situasi,  keadaan,  peristiwa  dan  pengaruh  perkembangan  dalam
mencapai tujuan dan sasaran organisasi berupa lingkungan intemal
organisasi  yang  terdiri  atas  fcktor  strategis  yaitu  kekuatan  dan
kelemahan   serta   berupa   lingkungan   eksternal   organisasi   yang
terdiri atas dua faktor strategis, yaitu peluang dan ancaman.

Dinamika    tersebut    telah    berdampak    pada    (1)    makin
meningkatnya    tuntutan    akan    partisipasi    masyarakat    dalam

pengambilan    keputusan    dan    perumusan    kebijakan    publik,`
(2)     meningkatnya    tuntutan     penerapan     prinsip-prinsip     tata
kepemerintahan    yang    baik    (good     governance)     antara    lain
transparansi,   akuntabilitas  dan  peningkatan  kualitas  pelayanan

publik,   ketaatan  pada  hukum  dan   bebas  korupsi,   kolusi  dan
nepotisme.

Berdasarkan   ilustrasi   diatas,   maka   dapat   diprediksikan
kondisi  organisasi  Sekretariat  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah
Kabupaten  Cirebon  selama  beberapa  waktu  kedepan  yang  terdiri
atas kondisi Internal dan ekstemal sebagai berikut :

A. Kondisi internal yang terdiri atas kelniatan dan kelemahan :
Manajemen Strategi memerlukan penilaian dan pencermatan

lingkungan    organisasi    melalui    proses    analisis/pencermatan
lingkungan organisasi,  yaitu mengenai  kondisi/ situasi/ keadaan,

peristiwa  dan  pengaruh-pengaruh  di  dalam  dan  di  sekeliling
organisasi   yang   bersangkutan,   yaitu   berupa   kekuatan   dan
kelemahan  internal, serta peluang dan tantangan eksternal.

a. Kelniatan ( Strerigt7ts)
Kekua€cm    /SfrerLgths/,    berupa    situasi    dan    kemampuan

internal organisasi   Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon yang
bersifat  positif dan  memungkinkan  organisasi  memanfaatkan
keuntungan strategi dalam mencapai visi melalui pelaksanaan
misi  yang  telah  ditetapkan.    Adapun  kekuatan  yang  dimiliki
oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon adalah :
1).  Eksistensi  Sekretariat  DPRD  kedudukannya  semakin  baik

dan  strategis  melalui  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Perubahan  Renja Sekretariat  DPRD Kabupaten Cirebon Tahun 2D2a



2).  Ten.alinnya  hubungan  yang  harmonis  antara  Sekretariat
DPRD dengan Pimpinan dan anggota DPRD;

3).  Tersedianya dukungan anggaran yang cukup memadai; dan
4).  Tersedianya   Tata   Tertib   DPRD   berdasarkan   Peraturan

DPRD  yang  mendukung  pelaksanaan   tugas   dan   fungsi
Sekretariat DPRD.

b. Kelemahan ( Weafenesses|
Kelemahan  ( WeczferLess/,  berupa  situasi  falctor-faktor  dalam

organisasi   yang   bersifat   negatif,   yang   dapat   menghambat
organisasi dalam upaya mencapai visi dan dapat menghambat

pelaksanaan  nisi  yang  telah  ditetapkan.     Kelemahan  yang
dapat dilihat dalam tubuh Sekretariat DPRD yaitu:
1).  Belum optimalnya sumber daya aparatur Sekretariat DPRD

dalaln  pelaksanaan  tugas  pelayanan  dan  dukungan  yang
baik, profesional dan handal serta mampu mendeteksi dini
terhadap perubahan-perubahan yang teljadi;

2).  Belum optimalnya ketersediaan sarana pendukung kegiatan
dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;

3).  Belum optimalnya pemanfaatan sarana teknologi informasi

yang tersedia; dan
4).  Belum    tersedianya    standar/manual/pedoman/    aplikasi

pelayanan  dan  dukungan  dalaln  rangka  penyelenggaraan
tugas-tugas kedewanan.

8. Kondisi ekstemal yang terdiri atas peluang dan tantangan :

a. Peluang ( oppot(4m!t!es)
Peluang (Opporfunt.ties), berupa situasi dan faktor-faktor luar

o rgani sasi         yang         be rsifat         po sitif,         dan         d apat
mendorong/membanfu  organisasi  dalam  upaya mencapai  visi
dan  memudahkan  pelaksanaan  misi  yang  telah  ditetapkan.
Peluang   yang   dapat   dimanfaatkan   oleh   Sekretariat   DPRD
Kabupaten Cirebon yaitu :
1).  Tingginya     standar     pelayanan     dan     dukungan     yang

dibutuhkan anggota DPRD
2).  Tingginya   kesadaran   masyarakat   terhadap    pentingnya

penyaluran aspirasi secara demokratis;
3).  Semakin     besamya     volume     kegiatan     DPRD     dalam

pelaksanaan    tugas    dan    fungsinya,    sebagai    lembaga
perwakilan rakyat di daerah
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4).  Semakin  pesatnya  perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan
teknologi yang harus diikuti  sehingga terbukanya peluang

pengembangan     Aplikasi     Teknologi     Informasi     untuk
peningkatan   aksesibiltas   pelaksanaan   tugas   pokok   dan
fungsi

5).  Dimungkinkannya pemanfaatan  tenaga ahli  dalam  rangka
mendukung kinerja DPRD  /'

b. Tantangan / Ancaman (T7ureats)
Tantangan   (77ireci€s/,   Berupa   faktor-fcktor   luar   oganisasi

yang    bersifat    negatif    dan    dapat    mendorong/membantu
organisasi   dalam  upaya  mencapai  visi   dan   dapat  menjadi

penghambat bagi organisasi dalam pelaksanaan misi yang telah
ditetapkan.
1 ).  Cepatnya         perubahan         instrumen         penyelenggara  `

pemerintahan   daerah   dengan   sering   berubah-ubahnya
peraturan-peraturan dari pemerintah pusat;

2).  Masih    seringnya    teljadi    campur    tangan    pihak-pihak
ekstemal  dalam  penetapan  kebijakan  internal  Sekretariat
DPRD; dan

3).  Masih    banyaknya    harnbatan-hambatan    internal    dan
ekstemal  dalam  rangka  perwujudan  reformasi   birokrasi
secara menyeluruh di Sekretariat DPRD.

C. Pilihan Langkah Strategis

a. Langkah Strategis Kekuatan (Stnengfds) - Peluang

{Oppoturrities|

1).  Penuhi tuntutan standar kineria DPRD yang semakin tinggi,
optimalisasi     fungsi     Sekretariat     DPRD,     pemanfaatan
anggaran  yang  tersedia  serta  pemanfaatan  perkembangan
iptek dan tenaga ahli;

2).  Manfaatkan  hubungan  harmonis  dengan  DPRD,  peluang
adanya tata tertib DPRD untuk mewujudkan pelayanan dan
dukungan terhadap penyaluran aspirasi masyarakat secara

prima.

b. Langkah Strategis Kekuatan (Sfrerigfds) - Tantangan /Ancaman

(Thrieczts)

1).  Jadikan  keberadaan  Tata  Tertib  DPRD   serta  teljalinnya
hubungan yang harmonis antara Sekretariat DPRD dengan
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Pimpinan   dan   anggota   DPRD   sebagai   wahana   untuk
mengatasi masih seringnya campur tangan pihak eksternal
dalam penetapan kebijakan internal dan untuk perwujudan
reformasi birokrasi secara menyeluruh di Sekretariat DPRD;

2).  Optimalkan  kedudukan  Sekretariat  DPRD  yang  strategis
untuk     mengantisipasi     seringnya     teriadi     perubahan
kebijakan dan opini inferior terhadap institusi.

c. Langkah     Strategis     Kelemahan     (Weaknesses)    -Peluang

(Oppcrfurritiesty

1).  Tingkatkan kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat
DPRD untuk memenuhi semakin tingginya standar kinelja
DPRD      melalui      pemanfaatan      perkembangan      ilmu

pengetahuan dan teknologi;

2).  Optimalkan   ketersediaan   sarana   dan   prasarana   serta

pengembangan    kelembagaan    Sekretariat    DPRD    untuk
mendukung  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  DPRD  sebagai
lembaga pervakilan.

d.Langkah     Strategis     Kekuatan     (St7iernglf/is)     -     Kelemahan

(WeakrLesses)

1).  Tingkatkan kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat
DPRD    untuk    mewujudkan    Sekretariat    DPRD    sebagai
institusi yang kapabel di bidangnya;

2).  Optimalkan   ketersediaan   dan   pemanfaatan   sarana   dan

prasarana  serta  pengembangan  kelembagaan  Sekretariat
DPRD     untuk     mengantisipasi     hambatan-     hambatan
ekstemal  dalam  rangka  perwujudan   reformasi   birokrasi
secara menyeluruh.

D. Falctor-falctor Kunci Keberhasilan

Faktor-faktor  kunci  keberhasilan  merupakan  fa.ktor-fcktor

yang sangat penting dalam mewujudkan keberhasilan  mencapai
tujuan  dan  sasaran  organisasi,  dan  bahkan  perumusan  tujuan
organisasi   haruslah   memperhatikan   keberadaan   faktor-fcktor
kunci keberhasilan tersebut. Faktor-fcktor kunci keberhasilan ini
ditetapkan    dengan    terlebih    dahulu    dengan    manganalisis
lingkungan   strategis   organisasi   melalui   pendekatan   analisis
FSNCJrr  /  rrows.
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Dengan  mempergunakan  pendekatan  analisis  SWOT/TOWS
terhadap faktor-fcktor strategis tersebut, maka dapat ditetapkan
faktor-faktor  kunci  keberhasilan  upaya  pencapaian  tujuan  dan
sasaran   dari   Sekretariat   DPRD   Kabupaten   Cirebon   sebagai
berikut :

a.   Tingkatkan  kompetensi  Sumber  Daya  Aparatur  Sekretariat
DPRD  untuk  memenuhi  semakin  tingginya  standar  kinerja
DPRD melalui pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan
dan teknologi serta pengembangan dan pembinaan tim kerja

yang   solid   dalam   rangka   mewujudkan   Sekretariat   DPRD
sebagai institusi yang kapabel di bidangnya;

b.   Optimalkan    ketersediaan    sarana    dan    prasarana    serta

pengembangan     kelembagaan     Sekretariat     DPRD     untuk
mendukung  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  DPRD   sebagai
lembaga perwakilan.

c.   Optimalkan   ketersediaan   dan   pemanfaatan    sarana   dan

prasarana   serta   pengembangan   kelembagaan   Sekretariat
DPRD  untuk  mengantisipasi  hambatan-hambatan  ekstemal
dalam    rangka    perwujudan    reformasi    birokrasi    secara
menyeluruh.

2.4.   Review Terhadap Rancangan perubahan RKPD

Beberapa    usulan    yang    diajukan    di    dalam    rancangan

perubahan  RKPD  tidak  sama  dengan  alokasi  rencana  yang  telah
ditetapkan. Hal itu disebabkan karena adanya perubahan peraturan
Perundang-undangan, kebijakan dan arahan, baik dari pemerintah

provinsi maupun pemerintah pusat dalam mewujudkan target dan
sasaran   pembangunan   nasional   terutama   dalam   meningkatkan
kesej ahteraan masyarakat.

Adapun   program,   kegiatan   dan   sub   kegiatan  yang   akan
dilaksanakan  Sekretariat  DPRD  Kabupaten  Cirebon  tahun  2023

guna  mendukung  target  dan  sasaran  pembangunan  khususnya
pembangunan  di  daerah  sebagaimana  dapat  dilihat  dalam  tabel
dibawah ini :
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RANCANGAN PERUBAIIAN RKPD TAIIUN 2023
DAN PRAKIRAAN MAJU TAIIUN 2024

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN CIREBON

pRcO~/HuelATAm/SUBHRIIA INDIRAroRENERIA

REHCANA TAHUN 2023 rnA.ru RENCANATAHUN2024

TAIGRT REBUTUHAN

TARGETCAprmNENERIA
REBUTUEN

TAN CAPJEN DLIN^|PNFyxp DAINA|PNkydJ
KINERIA INDIRATm INDIRATIF

I 2 3 4 5 6FROG- Meningkatnya 96 Prosen 65.021.940.275,00 96 47.138.650.260
PExpJAVG Persentase Prosen
URUSAV pemenuhan
PEHERINTAHAN pelayanan
DRERAH adinistrasi
REUPATEHCIREBOH perkantoran

Persentasemeningkatnyasaranadanprasaranaapantur 96 Prosen 96Prosen

Persentasejumlchraperdayangdibahasdanditetapkantepatwaktu 93 frosen 93Prosen

PersentasePegawaiyanghadirsesuaidenganjarkeljadanberpakaiansesuaidenganketentuan 96 Prosen 96Prosen

MeningkatnyakapasitasSDMaparaturterhadappeningkatankineljapelayananSKPD 96 Prosen 96Prosen

Meningkatnya loo loo
sistem pelaporankiner).adankeuanganyangtransparan,akuntabeldaninformatif Prosen Prosen

Meningkatnya 100 loo
fungsi dokumenperencanaansebagalacuanpelaksanaantugaspokokdanfungsiSKPD Prosen FTosen

Perencanaan,Penganggunn,danEwhunslELcdaPeranghiDaerah 479.155.coo,00 903.035.442,00

Penyusunan Jumlch dofumen 3Dok 23.387.000,00 3Dok 60.003.205,00
Dokumen perencanaan yang
PerencanaanPerangkatDaerah disusun
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1 2 3 4 5 6
Koordinasi dan Jumlali Dokumen 1Dok 20.162.400,00 1Dok 84.744.000,00
Penyusunan Perencanaan RKA
Dokumen RRA- SKPD yang
SKPD disusun

Koordinasi dan 'Jumlah
1Dok 23.304.600,00Penyusunan Dokumen

Dokumen Perencanaan
Perubahan RRA- Perubahan RKA
SKPD SKPD yangdisusun

Koordinasi dan Junlch Dokumen - 1Dok 23.304.600,00
Pony usunan DPA- Perencanan DPA
SKPD SKPD yang disusun

Koordinasi dan Jumlah Dokumen 1Dok 23.304.600,00
Penyusunan Perencanaan
Perubahan DPA- Perubalian DPA
SKPD SKPD yangdisusun

Koor.dinasi dan Jumlah laporan 3Dok 435.605.600,00 3Dok 595.156.037,00
Penyusunan capaian kinelja,
Laporan Capaian ithtisar realisasi
Kinelja dan kineria dan Spy
Ikhtisar Realicasi Keuangan yang
Kinelja SKPD disusun
Evaluasi  Kineria Jumlah lfaporan 4Dok 93.218.400,00
Perangkat Daerah monitoring danevaluasikegiatanyangdilakukan

AdminlstraslK€uanganPemn8htDaerfu 4.841.435.180,cO 47.170.174.058,00

Penyediaan Gaji Junth Anggota 30 4.827.581.180,00 39 47.138.650.260,00
dan Tunjangan DPRD dan Pegawai Pegawai
ASN Pegawai ASN yangterbayarGajidanTunjangannyasetiapbulan

Koordinasi dan Jumlah laporan 1Dok 7.517.500,00 1Dok 15.761.899,00
Penyusunan keuangan akhir
Laporan tahun yang
Keuangan AkhirTchunSKPD disusun

Koordinasi dan Jumlah laporan 1Dok 6.336.500,00 1Dok 15.761.899,00
Penyusunan keuangan
Laporan semesteran yang
KeuanganBulanan/Triunlanan/SemesteranSKPD disusun

Adminl8tfnslBarangMqikDaerahpadaPeranghatDaerah 971.267.000,00

Pengananan Jumlch jasa 12 Dok 971.267.000,00
Barang Milik keananan dan
Daerah SKPD ketertiban kantor
AdminlstmslKep€8a-innPenghtDaerah 1.018.SOS.695,cO 1.421.779.040,00

Pengadaan Jumlch Pakaian 120 Stel 124.863.095,00 120 Stel 375.826.000,00
Pakaian Dinas Dinas beserta
Beserta Atribut perlenghapannya
Kelen8kapannya yang diadakan
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1Bimbingan Teknis 2 3 4 5 6
Jumlah 6Dok 893.940.600,00 6Dok 1.045.953.040,00

Implementasi bimbingan teknis
Peraturan implementasi
Perundang- peraturan
undangan perundanganyangdiikuti

Adminl8tmslUmumPeranghatDaerah 4.158.452.000,cO 7.844.122.081,00

Penyediaan Jumlah 22 Dok 81.442.goo,00 22 Dok 333.576.551,00
Komponen komponen
Instalasi istalansi listrik
Listrik/PeneranganBangunanKantor yang disediakan

Penyediaan Jumlah peralatan 20 Jenis 1.311.039.700,00 20 Jenis 2.281.851.494,00
Peralatan dan dan perlengkapan
Perlengkapan kantor  yg
Kantor disediakan
Penyediaan Jumlah peralatan 18 Dok 25.267.800,00 18 Dok 119.867.198,00
Peralatan Rumah rumah tangga yg
Tanfnga disediakan
Penyediaan Jumlah Makanan 8.000 Dok 756.000.000,00 8.000 1.307.042.000,00
Bahan I.ogistik dan Minuman Dok
Kantor Yang Disediakan
Penyediaan Jumlah barang 20 Dok 327.726.400,00 20 Dok 524.793.068,00
Barang Cetakan cetakan dan
dan Penggandaan penggandaanyangdisediakan

Penyediaan Jumlah bahan 8Dok Ilo.885.100,00 8Dok 225.011.674,00
Bahan Bacaan bacaan dan
dan Peraturan peraturan
Perundang- perundang-
undangan undangandisediakan.

Penyediaan Jumlah ATK yang 38 Dok 62.298.goo,00 38 Dok 62.557.000,00
Bahan/Material disediakan
Fasifitasi Jumlah makanan 8.000 Dok 1.152.500.000,00 8.000 1.300.750.000,cO
Kunjungan Tamu dan minumanyangdisediakan Dok

Penyelenggaraan Jumlah haporan 250 Dok 331.291.200,00 250 Dok 1.688.673.096,00
Rapat Koordinasi hasil konsultasi
dan Konsultasi dan koordinasi ke
SKPD 1uar daerah
PengadannBunngrmilDaerahpenudangUmcanPetnerintahDaerah 1.441.480.OcO,cO 2.488.496.648,00

Pengadaan Jumlch 5Dok 1.441.430.000,00 4Dok
Kendaraan Dinas kendaraan
Operasional  atau dinas/operasional
Lapangan jabatan  yangdiadakan

Pengadaan Jundah 1 7 Dok 135.762.000,00
Peralatan dan pengadaan
Mesin Lainnya peralatan danmesinlainnyayangdiadakan

Pengadaan Aset Jumlah 10 Dok 119.867.198,00
Tetap  Lainnya PerlengkapanRumahJabatan/Dinas ygdisediakan

Pengadaan Jumlah 4Dok 2.232.867.450,00
Sarana dan perlengkapan
FTasarana gedung kantor
Gedung KintoratauBangunanLainn_va yang diadakan
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Penyedinan JacapenunjangUmcanPemerintahanDaemh 1.927.112.500,cO 2.152.959.050,00

Penyediaan Jasa iJumlch rekening 4Dok 673.328.500,00 4Dok 821.959.050,00
Komunikasi, telekomunikasi,
Sumber Daya Air air, listrik  yang
dan Listrik dibayarkan

Penyediaan Jasa Jundah Jasa 18 Dok 1.253.784.000,00 18 Dok 1.331.000.000,00
Pelayanan Umum Keananan dan
Kantor Ketertiban Kantor
pememeLrann-ngnmilDaerahpenudangUrusanPemeintahanDaemh 2.916.271.400,cO 4.634.678.921,00

Penyediaan iJaca Jundah 19 Dok 395.940.000,00 19 Dok 813.701.526,00
Pemeliharaan, kendaraan
Biaya dinas/operasional
Pemeliharaan danPajakKendaraanPeroranganDinasatauKendaraanDinasJabatan yang dipelihara

Penyediaan Jaca Jumlch 28 Dok 177.346.000,00 28 Dok 739.728.660,00
Pemeliharaan, kendaraan
Biaya dinas/operasional
Pemelihar-, yang dipelihara
Pajak, dan dan diurus
PerizinanKendaraan DinasOperasionalatauLapanF!an perijinannya

Pemeliharaan Jumlah peralatan 7Dok 132.150.000,00 7Dok 177.023.000,00
Peralatan dan gedung kantor
Mesin Lalnnya yang dipelihara
Pemeliharaan/Re Jumlah gedung 8Dok 1.351.469.400,00 8Dok 1.661.103.679,00
habilitasi Gedung kantor yang
Kantor danBangunanLalnnya dipelihara

Pemeliharaan/Re Rumah Jabatan 8Dok 859.366.000,00 8Dok 1.243.122.056,00
habilitasi SaranadanPrasaranaPendukungGedungKantoratauBangunanLainnya yang Terpelihara

LayananKeuangaD danKe8ejahteraanDPRE 47.957.257.400,cO 797.002.800,00

Penyelenggaraan Jumlah Peraturan 50 Dok 47.228.057.400,00 50 Dok 152.523.525,00
adnrinistrasi perundang-
keuangan DPRD undangan DPRDyangdidokumentasikan

Penyediaan Jumlah Pakalan 50 Dok 631.500.000,00 50 Dok 666.964.loo,00
Pakaian Dinas Dinas dan Atribut
dan Atribut DPRD DPRD yangdiadakan
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Pelaksanaan Junalah Jaca 50 Dok 97.700.000,00 50 Dok 130.038.700,00
Medical Check Up jaminan
DPRD kesehatan bagiPimpinandanAnggotaDPRD

LayatLanAdmlnistra8iDPRD 1.434.523.loo,cO 5.830.220.264,00

Fasilitasi Fraksi Jumlah I,aporan 84 Dok 657.438.000,00 96 Dok 1.549.217.716,00
DPRD hasil rapat-rapatFraksi

Fasilitasi Rapat Juulch Hasil 38 Dok 777.085.loo,00 38 Dok 3.040.970.183,00
Koordinasi dan Keputusan Rapat
Konsultasi DPRE Paripuma DPRD

Penyediaan Jumlch rumah 12 Dok 1.087.508.840,00
Kebutuhan jabatan yang
Rumah TanggaDPRD dipelihara

PROGRAM Persentase 93 Prosen 29.432.330.300,00 93
DUENGan jumlali raperda Prosen
PE-iAVAAV yang dibchas dan
rtyGAs DAN ditetapkan tepat
FUHGSI DPRD wakfu

PenbentuhnPerdadamPemtumnDPRD 4.375.394.2cO,cO 18.775.575.130,00

Penyusunan dan Penyusunan dan 12 Dok 4.326.498.555,00
Pembahasan Pembahasan
Program Pr08ran
Pembentukan Pembentukan
Peraturan Daerah Pcraturan Daerah
Pembahasan Pembahasan 12 Dok 3.228.346.500,00 12 Dok 9.439.633.209,00
Echcangan Perda Echcanfan Perda
Penyelenggaraan Penyelenggaraan 12 Dok 1.147.047.700,cO 12 Dok 4.767.443.366,00
Kajian Kajian
Perundang- Perundang-
Undangan Undangan
Fasititasi F`asilitasi 4Dok 242.000.000,00
penyusunan penyusunan
Naskah Akademik Naskah Akademik
PembahacanKebilahiAn-a 1.134.397.4cO.cO 11.808.030.960,00

pembahasan KUA pembahasan KUA 2Dok 379.496.200,00 2Dok 3.718.862.400,00
dan PPAS dan PPAS
pembahasan pembahasrm - 2Dok 2.445.746.160,00
KUPA dan PPAS KUPA dan PPAS
Perubahan Pembchan

Pembahasan Pembchasan 2Dok 494.255.900,00 2Dok 2.534.400.000,00
APBD APBD

Pembahasan Pembchasan 2Dok 260.645.300,00 2Dok 3.log.022.400,00
Perfuggungjawab Pertanggunedawab
an APBD an APBD

PengrwacanPenyele"rsarcanPemerlntahan 6.163.740.800,cO 18.091.216.176,00

Pengawasan Jumlah Laporan 12 Dok 1.473.445.loo,00 12 Dok 2.945.956.992,00
Urusan Pengawasan
Pemerintahan Bidang
bidang Pemerintchan
PemerintchandanHukum dan Hukum

Pengawasrm Jumlah Laporan 12 Dok I.455.668.600,00 12 Dok 3.027.733.632,00
Umsan Pengawasan
Pemerintahan Bidang
BidangInfrastruktur Infrastouktur

I 2 3 4 5 6
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Pengawasan Jumlah Laporan 12 Dok 1.427.627.300,00 12 Dok 3.005.779.392,00
Urusan Pengawasan
Pemerintahan Bidang
Bidang Kesejahteraan
KesejahteraanRakyat Rakyat

Pengawasan Jumlali Laporan 12 Dok 1.386.232.700,00 12 Dok 3.005.779.392,00
Urucan Pengawasan
Pemerintahan Bidang
BidangPerekonomian Perekonomian

Pengawasan Jumlah Laporan - 12 Dok 3.168.000.000,00
Urusan Pen8awa-
Pemerintahan Bidang Sumber
Bidang SumberDayaAlam Daya Alan

Pengawasan Jumlah lraporan 1Dok 330.000.000,00
Tindak Lanjut Pengawasan
Hasil Tindak lmjut
Pemeriksaan Hasil
LaporanKeuangan OlehBadanPemeriksaKeuanEan Pemeriksaan

Pengawasan Jumlah haporan 12 Dok 51.317.700,00 12 Dok 2.445.746.160,00
Penggunaan Pengawasan
Anggaran PenggunaanAnfflaran

Pembahasan Jumlch 1Dok 369.449.400,00 12 Dok
Laporan Rekomendasi
Keterangan Hasil
Pertanggungjawab Pembahasan
an Kepala Daerah LaporanKeteranganPertanggungjawabanKepalaDaera

Peninghatanmpa8lta8DPRD 8.573.023.TOO,cO 12.518.818.180,00

Orientasi DPRD Jumlah PesertaOrientasiDPRD - - 50 Dok 739.200.000,00

Pendalaman Jumlah Peserta, 300 Dok 2.644.650.900,00 300 Dok 4.355.032.000,00
Tugas DPRD pimpinan dananggotaDPRDyangmengifutipeningkatankapasitas

Fublikasi dan Jumlah kegiatan- 396 Dok 3.695.831.800,00 396 Dok 3.737.059.711,00
Dokumentasi kegiatan DPRD
Dewan yangdipubhasikan

Penyediaan |Jumlah Kelompok 18 0rang 1.154.000.000,00 18 2.491.001.590,00
Kelompok Pakar Pakar dan Tim Oran8
dan Tim Ahli Ahli yangDisediakan

Penyediaan Jumlah Tenaga - 7Dok 331.045.000,00
Tenaga AhliFraksi Ahli Fraksi

Penyelenggaraan Jumlah 20 Dok I.052.523.ZOO,00 20 Dok 832.419.379,00
Hubungan Penyelenggaraan
Masyarakat HubunganMasvarakat

Penyusunan Jumlah Dokumen 1Dok 26.017.800,00 4Dok 33.060.500,00
Progran KeljaDPRD yang Disusun

Penyerapan danPenghinpumnABpinslHa8ramht 6.414.461.8cO,cO 8.681.946.900,00

Penyusunan Jumlah Dokumen 1Dok 109.017.loo,00 1Dok 154.000.000,00
Pokok-PokokPikiranDPRD yang Tersusun
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Pelaksanaan Jumlah Dokumen 150 Dok 6.305.444.700,00 150 Dok 8.527.946.900,00
Reses yang Tersusun
Pelahanann danPen8awa-KodeE*mDPRD 279.090.loo,cO 1.075.546.859,00

Penyusunan Kode .Jurnlah - 1Dok 295.358.goo,00
Etik DPRD Penyusunan KodeEtik

Pengawasan Kode Jumlah Laporan 12 Dok 279.090.loo,00 12 Dok 780.188.059,00
Etik DPRD Hasil RapatBadanKehomatanDPRD

PembahacanKedaSaneDaewh 880.000.000,00

Penyusunan Jumlch Kegiatan - 40 Dok 880.000.000,00
Bahan yang
Komunikasi danFublikasi Dipublikasikan

Fasmta8l Tuga3Drm 2.492.222.3cO,cO 19.516.547.600,00

Koordinasi dan Jumlah Lapo- - 64 Dok 18.130.833.600,00
Konsultasi basil kunjungan
Pelaksanaan kelja DPRD ke
Thgas DPRD luar daerah
Penyusunan Jumlah haporan - 12 Dok 746.900.000,00
Laporan KineljaDPRD yang Tersusun

Fasilitasi Jumlah 12 Dok 845.737.300,00 12 Dok 638.814.000,00
Pelaksanaan Pelcksanaan
Tugas BadanMusyawarah Undangan

Fasilitasi Tugas Jumlah Dokumen 24 Dok I.646.485.000,00
Pimpinan DPRD Hasil F`asilitasiTugasFinpinanDPRD

2.5    Penelaahan usulan program dan Kegiatan

Sesuai   dengan   Undang-Undang   Nomor   25   Tahun   2004
tentang   Sistem   Perencanaan   Pembangunan   nasional,   maka   PD
menyusun  perencanaan  berdasarkan  pagu  indikatif  dan  produk

perencanaan  yang merupakan hasil dari  proses perencanaan yang
telah memadukan proses politik,  proses partisipatif,  proses  bottom-
up dan top-down.

Ketelpaduan  proses  perencanaan  ini  diharapkan  akan  lebih
banyak  menampung  aspirasi  masyarakat yang  selama  ini  seolah-
olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan.  Realisasi
usulan    yang    disampaikan    masyarakat    melalui    Musyawarah
Perencanaan    Pembangunan    (Musrenbang)    diusahakan    dapat
tertanpung   dalam   Anggaran   Pendapatan   dan   Belanja   Daerah

(APBD).

Musrenbang   merupakan   salah   satu   wahana  yang   efektif
untuk     memaduserasikan     perencanaan     bottom     up     dengan

perencanaan yang bersifat top down  sehingga diharapkan mampu
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menciptakan     kondisi    yang     memungkinkan     setiap     anggota
masyarakat  dapat  terlibat  langsung  dalam  proses   perencanaan

pembangunan,  yaifu  bersama-sama pemerintah  membuat  konsep,
merencanakan,  melaksanakari,  mengawasi  dan  memelihara  hasil

pembangunan   sesuai   prinsip-prinsip   pembangunan   partisipatif.
Diharapkan  dengan  adanya  pelaksanaan   musrenbang  diperoleh
usulan  kegiatan  pembangunan  yang  berkualitas  dimana  realisasi
kebutuhan   masyarakat   benar-benar  memberikan   manfaat  yang
besar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tahapan-tahapan  musrenbang  sendiri  meliputi  Musrenbang
Tingkat   RT/RW,   Musrenbang   Tingkat   Kelurahan,   Musrenbang
Tingkat  Kecamatan,  Forum  PD  serta  Musrenbang  Tingkat  Kota.
Pada   tahap   Forum   PD,   usulan-usulan   program/kegiatan   dari
masyarakat akan  disinkronkan  dengan  usulan  masing-masing  PD
terkait.

Selanjutnya    dari    semua    usulan    program/kegiatan/sub
kegiatan basil musrenbang tersebut dipilih dengan memperhatikan

prioritas  pembangunan  dan  kesesuaian  dengan  tugas  pokok  dan
fungsi Sekretariat DPRD, Renstra serta isu-isu strategis yang sedang
teriadi di masyarakat. Hasil usulan musrenbang tersebut digunakan
sebagai  bahan  untuk  menyusun  renja  PD  yang  nantinya  Renja
tersebut    dibahas    dalam    forum    PD    yang    dikoordinasi    oleh
Bappelitbangda.

Tujuan   dari   pembahasan   Renja   adalah   sinkronisasi   dan
penyelarasan program dan kegiatan serta penajaman indikator dan
target    kineria   program    dan    kegiatan    sebagai   upaya   dalam
mensinergikan  pelaksanaan  dan  optimalisasi  pencapaian  sasaran

pembangunan  nasional,  provinsi  maupun  daerah  sesuai  dengan
tugas dan fungsi Sekretariat DPRD.

Berdasarkan     pemilahan     dan    juga    berpedoman     pada
Perubahan RKPD Kabupaten Cirebon Tahun 2023, maka ditetapkan
Perubahan  Rencana  Kelja  Sekretariat  DPRD  Kabupaten  Cirebon
Tahun  Anggaran   2023   sebagaimana  dapat  dilihat  dalam   tabel
dibawah ini :
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pROGErm EREIATAN SUB EREIATAV
PROGRAM Perencanaan, Penyu sunan                    D okumen
PEENJANG Penganggaran,    dan Perencanaan Perangkat Daerah
URUSAI Ewhuasl        ELe da
PEMERINTAIIANDAERAHKABUPATEN/ROTA Peranghat Daerfu

Koordinasi      dan      PenyLisunan
Dokumen RKA-SKPD

pROGEun EREIATAN SUB EueIATAV
Koordinasi      dan      Penyusunan
Laporan    Capaian    Kinelja   dan
Ikhtisar Realisasi Kinelja SKPD

Administrasi Penyediaan  Gaji  dan  'I\injangan
Keuangan PeranghatDaeral ASN

Koordinasi      dan      Penyusunan
Ifaporan  Keuangan  Akhir  Tahun
SKPD

Koordinasi      dan      Penyusunan
Laporan                           Keu angari
Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SRED

Admhistmsl Pengadaan        Pakaian        Dinas
KepegawainPeranghatDaerah Beserta Atribut KelenBhapannya

Bimbingan  Teknis  lmplementasi
Peraturan Perundang-Undangan

Administrasi  Umum Penyediaan   Komponen   Instalasi
Perangkat Daerah Listrik / Penerangan       Ban gunan

Kantor

Penyediaan        Peralatan        dan
Perlengkapan Kantor
Penyediaan     Peralatan     Rumah
Tan8ga

Penyediaan       B ahan       Logistik
Kantor

Penyediaan  Barang  Cetakan  dan
Penggandaan
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pROGFun HueIATAV SUB EREIATAN
Penyediaan  Bahan  Bacaari   dan
Peraturan Perundang-undangan
Penyediaan Bahan / Material
Penyelenggaraan                   Rapat
Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Pengadaan     Barang Pengadaan     Kendaraan     Dinas
Milik              DaerahPenunjangUmsanPemerintahDaerah Operasional atau Lapangan

Pe bye dinan        Jasa Penyediaan    Jasa    Komunikasi,
Penunjang     UmsanPemerintahanDaerah Sumber Daya Alr dan Listrik

Penyediaan      Jasa      Pelayanan
Umum Kantor

Pemeliharaan Penyediaan   Jasa   Pemeliharaan,
Barang Milik Daerah Biaya   Pemeliharaan   dan   Pajak
Penunjang     U"san Kendaraan     Perorangan     Dinas
PemerintahanDaerah atau Kendaraan Dinas Jabatan

Penyediaan   Jasa   Pemeliharaan,
Biaya  Pemeliharaan,  Pajak,  dan
Perizinan       Kendaraan       Dinas
Operasional atau Lapangan

Pemeliharaan      Peralatan      dan
Mesin Lainnya

Pemeliharaan/Rehabilitasi
Gedung   Kantor   dan   13angunan
Lainnya

Pemeliharaan/Rehabifitasi
Sarana           dan           FTasarana
Pendukung  Gedung  Kantor  atau
Bangunan Irfinya

Inyanan    Keuangan Penyelenggaraan        Administrasi
dan     KesejahteraanDPRD Keuangan DPRD
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pROGFrm REIATAN SUB EueIATAN

Penyediaan   Pakaian   Dinas   dan
Athbut DPRD

Pelaksanaan   Medical   Check  Up
DPRD

LayananAdministrasl DERD Fasilitasi Fraksi DPRD

Fashitasi  Rapat  Koordinasi  dan
Konsultasi DPRD

PROGRAM Pembentuhan Pembahasan Rancangan Perda
DT-Gap Peraturan      Daerah
pEursAVENTUGASDANFUNGSIDPRD dan Peraturan DPRD

Penyelenggaraan                   Kaj ian
Perundang-Undangan

PembahasanKebijahanAnggaran pembahasan KUA dan PPAS

Pembabasan APBD
Pembahasan
Pertanggungj awaban APBD

Pengawasan Pengawasan                         Uru sam
Penyelenggarmn Pemerintahan                      bidang
Pemerintahan Pemerintahan dan Hukum

Pengawasan                         Uru sam
Pemerintahan                      Bidang
Infrastrukfur
Pengawasan                         Uru sam
Pemerintahan                      Bidang
Kesej ahteraan Rakyat
Pengawasan                         Uru sam
Pemerintahan                      Bidang
Perekonomian
Pengawasan                Penggunaan
chggaran
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PROG- EueIATAN SUB EREIATAN
Pembahasan Laporan Keterangan
Pertangguned awab an           Kepala
Daerah

PeninghatanmpasitasDPRE Pendalaman Tugas DPRD

Publikasi      dan      Dokumentasi
Dewan

Penyediaan  Kelompok Pakar  dan
Tim Jrm
Penyelenggaraan           Hubungan
Masyarakat
Penyusunan Hogram Kelja DPRD

Pe nyerapan         dha Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran
PenghinpunanAspirasiMasyunhat DPRD

Pelaksanaan Reses
Pelalrsanaan        danPengawasanRodeEXELDPRD Pengawasan Kode Etik DPRD

Fasilitasl         Tugas Fasilitasi     Pelaksanaan     Tugas
DPRE Badan Musyawarah

Fasilitasi Tugas Pinpinan DPRD
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BAB Ill

TUUUAN, SASARAN, RENCAIIA HERA,A DAN

PENDANAAN PERANGKAT DAERAII

3.1. Telaahan terhadap Kebgakan Nasional dan Provinsi
Undang   -   Undang   Nomor   25   Tahun   2004   tentang   Sistem

Perencanaan    Pembangunan    Nasional    mengamanatkan    bahwa

perencanaan  pembangunan  di  daerah  merupakan  satu  kesatuan
integral dengan perencanaan pembangunan nasional, sehingga tema
dan prioritas pembangunan di daerah harus sejalan dengan tema dan

prioritas pembangunan nasional.
Tahun  2023  merupakan  tahun keempat pelaksanaan  Rencana

Pembangunan  Jangka  Menengah  Nasional  (RPJMN)  Tahun  2020-
2024.  Dalam RPJPN 2000-2025 arahan untuk tahap keempat yaitu

pada RPIJMN  2020-2024  adalah mewujudkan masyarakat Indonesia
yang   mandiri,    maju,    adil,    dan    makmur    melalui   .percepatan
pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya
struktur    perekonomian   yang   kokoh    berlandaskan    keunggulan
kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM  berkualitas
dan berdaya saing.

Berkaitan  dengan  kebijakan  Pemerintah  Pusat,   Pemerintah
Provinsi Jawa Barat maupun Pemerintah Kabupaten Cirebon perlu
dikoordinasikan dan disinkronkan agar kegiatan satu dengan yang
lain tidak tumpang tindih, dan menghasilkan kegiatan pengawasan

yang efektif.
Kegiatan   koodinasi   pengawasan   dengan   Pemerintah   fusat

maupun  Pemerintah  Provinsi Jawa  Barat  dilakukan  setiap  tahun
melalui Rakomas maupun Rakorda.

3.2. Tujuan dan Sacaran Perubahan Renja Peranghat Dacrah

Dengan   berlandaskan   nisi   yang   telah   ditetapkan,    maka
Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 menetapkan
tujuan yaitu  "MENINGKATKAN  SINERGITAS  FASILITASI TERHADAP

FUNGSI DPRD".

Sasaran  adalah  merupakan  penjabaran  dari  tujuan.  Sasaran
menggambarkan  hal  yang  ingin  dicapai  melalui  tindakan-tindakan

yang   akan   dilakukan   untuk   mencapai   tujuan.   0leh   karenanya
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sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada

penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan.

Sasaran  adalah  hasil  yang  akan  dicapai  secara  nyata  oleh
instansi  pemerintah  dalam  rumusan  yang  lebih  spesifik,  terukur,
dalam kunm waktu yang lebih pendek dari tujuan.  Dalam sasaran
dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator
sasaran  adalah  ukuran  tingkat  keberhasilan  pencapaian  sasaran
untuk   diwujudkan   pada   tahun   bersangkutan.   Setiap   indikator
sasaran   disertal   dengan   rencana   tingkat   capaiannya   (targetnya)
masing-masing.   Sasaran  diupayakan  untuk  dapat  dicapai  dalam
kurun  waktu  tertentu/tahunan  secara  berkesinambungan  sejalan
dengan tujuan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis.

Atas dasar arti dan makna penetapan sasaran dimaksud, maka
sasaran yang ingin dicapai adalah :

( 1 ). Meningkatnya Fasilitasi Fungsi Alat-alat Kelengkapan DPRD

(2). Meningkatnya   kineria,   akuntabilitas   dan   perencanaan   pada
Sekretariat DPRD

Tujuan Sasann Indikator Sasaran
1.  Meningkatkan 1 . 1 .  Meningkatnya 1 . 1 . 1 . Persentase

Sinergitas Fasilitasi Fulngsi Jumlah Peraturan
Fasilitasi Alat-alat Perundangan
terhadap Kelengkapan selesai tepat
Fungsi DPRDIndikator:1.NilaiIKMDewan DPRD waktu

1.2. Meningkatnya 1 .2 . 1 . Niial LAKlp
kinelja'ahatabilitasdanperencanaanpadaSekretariatDPRD Sekretariat DPRD

3.3. Hogram  Kegiatan,  Perubahan  Rencana  Keria  dan  Pendanann
Peranghat Daerah

Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Sekretariat DPRD
Kabupaten Cirebon yang akan dilaksanakan pada Perubahan Tahun
Anggaran 2023  terdiri dari  :
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No, Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Keterangan
1 2 3
I. PROGRAM      PERTUNJANG     URUSAN      PEMEENTAHAN

DAERAII KABumTEN /ROTA
I.1 PerencaLnaan,    Penganggaran,    dan    EuaLluasi    ELeda

Peranghat Daerfu
1. Penyu sunan Dokumen Perencanaan Peranckat Daerah Lanjutan
2. Koordinasi dan Penyusunan Do]oumen RKA-SKPD Lanjutan
3. Koordinasi dan  Penyusunan  Laporan Capaian  Kinerja dan Lanjutan

Ikhtisar Realisasi Kineq.a SKPD

I.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Lanjutan
2. Koordinasi   dan   Penyusunan   Laporan   Keuangan   Akhir Lanjutan

Tahun SKPD
3. Koordinasi      dan      Penyusunan      Laporan      Keuangan Lanjutan

Bulanan /Triwulanan / Semesteran SKPD
I.3 Administrasl Kepegawafan Perang][at Daerah
1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Iunjutan
2. Bimbingan   Teknis   lmplementasi   Peraturan   Perundang- Lanjutan

Undangan
I.4 Administrasl Umum Perangkat Daerah
1. Penyediaan      Komponen      lnstalasi      Listrik/Penerangan Lanjutan

Bangunan Kantor
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Iffljutan
3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Lanjutan
4. Penyediaan Bahan 14ogistik Kantor Lanjutan
5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Lanjutan
6. Penyediaan   Bahan   Bacaan   dan   Peraturan   Perundang Lanjutan

undangan
7. Penyediaan Bahan/ Material Lanjutan
8. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Lanjutan
I.5 Pengadaan   Bamng   Mink   Daerah   Penunjang   U"s

Pemerintah Daerah
1 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Iunjutan

I.6 Penyediaan Jasa PenunJang Urusan Pemerintahan Daerah
1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Lanjutan
2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Lanjutan
I.7 Pemeliharaan  Barang  rmlik  Daerah  Penudang  Urus

Pemerintahan Daerah
1. Penyediaan  Jasa  Pemeliharaan,   Biaya  Pemeliharaan   d Iunjutan

Pajak Kendaraan  Perorangan  Dinas atau  Kendaraan  Dina
Jabatan

2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan,  Biaya Pemeliharaan,  Pajak Lanjutan
dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lairmya Lanjutan
4. Pemeliharaan/Rehabifitasi  Gedung  Kantor  dan  Bangun Lanjutan

Lainnya
5. Pemeliharaan / Rehabihasi       Sarana       dan       Prasaran kejutan

Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
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No, Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Keterangan
I.8 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DmD
1. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD Lanjutan

2. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD Iunjutan
3. Pelaksanaan Medical Check Up DPRD Lanjutan
I.9 Layanan Administrasi DPRD

1. F`asilitasi Fraksi DPRD Lanjutan

2. Fashitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD Lanjutan
11. PROGRAM    DUKUNGAIT    pELAlrsAiIAAN    TUGAs    D

FUNGSI DPRD

H.1 Pembentuhan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
1. Pembahasan Rancangan Perda Lanjutan
2. Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan Iunjutan

11.2 Pembahasan Kebljal=an Anggaran
1. pembahasan KUA dan PPAS Lanjutan
2. Pembahasan APBD I-jutan
3. Pembahasan Pertanggungjawaban APBD Lanjutan

H.3 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
1. Pengawasan   Urusan  Pemerintahan   Bidang   Pemerintah Lanjutan

dan Hukum

2. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang lnfrastmkfur Lanjutan
3. Pengawasan   Urusan  Pemerintahan  Bidang  Kesejahtera Lanjutan

Rakyat

4. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian Lanjutan

5. Pengawasan Penggunaan Anggaran Lanjutan

6. Pembahasan     Laporan    Keterangan    Pertanggung).awab Lanjutan
Kepala Daerah

11.4 PeningkaLtan Kapasltas DPRD

1. Pendalaman Tugas DPRD Iunjutan
2. Publikasi dan Dokumentasi Dewan Lanjutan
3. Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahii Irmjutan
4. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat Lanjutan

5. Penyusunan Program Kelja DPRD Lanjutan

n.5 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat

1. Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Lanjutan
2. Pelaksanaan Reses Lanjutan
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11.6 PelalEsanaen dan Pengawasan Kode Etik DPRD

1. Pengawasan Kode Etik DPRD Lanjutan

11.7 Fasintasi Tugas DPRD

1. Fasifitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah Lanjutan

2 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD Lanjutan

Perubahan Rencana Kerja

Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Sekretariat DPRD
Kabupaten Cirebon yang akan dilaksanakan pada Perubahan Tahun
Anggaran 2023 terdiri dari 2 (dua) program,  16 (enam belas) kegiatan
dan  50  (lima  puluh)  sub  kegiatan,  dengan  rencana  total  anggaran
sebesar   Rp.   86.853.730.695,00   (Delapan   Puluh   Enam   Miliar
Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Tiga fuluh Ribu
Enam Ratus Sembilan Ratus Lima Rupiah) yang terdiri dari :

No, Program/ Kegiatan/ Sub Kegiat&n Pa8u
1 2 3
I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PERAERINTAIIAN 65.021.940.275,00

DAERAEI KABUPATERT /KOTA

I.1 Perencanaan, Pe                 n, dan Bvaluasl Kineda 479.155.000,00Pe"ghat Daerfu
1.2. Penyusunan    Dokumen    Perencanaan    Perangkat 23.387.000,00

Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 20.162.400,00

3. Kqordinasi    dan    Penyusunan    Laporan    Capaian 435.605.600,00
Kineria dan Ikhtisar Realisasi Kineda SKPD

I.2 Administrasl Keuangrn PeranglEat Daerah 4.841.435.180,00
1. Penyediaan Gaji dan T\injangan ASN 4.827.581.180 00
2. Koordinasi   dan   Penyusunan   Laporan   Keuangan 7 . 5 17 . 500 ,00

Akhir Tahun SKPD
3.I.3 Koordinasi   dan   Penyusunan   Laporan   Keuangan 6.336.500,00

Bulanan /Triwulanan / Semesteran SKPD
Admlnistrasi Kepegawaian PeranglEat Daerah 1.018.803.695.00

1. Pengadaan      Pakaian      Dinas      Beserta     Atribut 124.863.095,00
Kelenckapannya

2. Bimbingan       Teknis       lmplementasi       Peraturan 893.940.600,00
Perundang-Undangan

I.4 Administrasi Umum Perangl=ait Daech 3.005.952.000,00
1. Penyediaan  Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan 81.442.900,00

Bangunan Kantor
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.311.039.700,00
3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 25.267.800 00
4. Penyediaan Bahan Legistik Kantor 756.000.000,00
5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 327.726.400,00
6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang 110.885.100,00

undangan
1 2 3
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1 2 3
7. Penyediaan Bahan / Material 62.298.goo,00
8.I.51.I.6 Penyelenggaraan   Rapat  Koordinasi  dan  Konsultas 331.291.200,00

SKPD
Pengadaan Barang Mink Daerah Penunjang Urusa 1.441.430.000,00
Pemerintah Daerah
Pengadaan    Kendaraan    Dinas    Operasional    d 1.441.430.000,00
Konsultasi SKPD
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintaha 1.927.112.500,00
Daerah

1. Penyediaan Jasa Komunikasi,  Sumber Daya Air d 673.328.500,00
Listrik

2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.253.784.000,00

I.7 Pemeliharaan   Barang   Millk   Daerah   Penunjan 3.043.271.400,00
Urllsan Pemerintahan Daerah

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan,  Biaya Pemelihara 395.940.000,00
dan    Pajak    Kendaraan    Perorangan    Dinas    ata
Kendaraan Dinas Jabatan

2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan,  Biaya Pemeliharaan 177.346.000,00
Pajak,  dan  Perizinan  Kendaraan  Dinas  Operasion
atau Lapangan

3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 132.150.000,00

4. Pemeliharaan/Rehabilitasi     Gedung     Kantor     d 1.351.469.400,00
Bangunan Lainnya

5. Pemeliharaan/Rehabilitasi   Sarana   dan   Prasaran 859.366.000,00
Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

I.8 Layanan Keuangrn dan Kesejahteraan DPRD 47.957.257.400,00
1. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD 47.228.057.400,00

2. Penyediaari Pakalan Dinas dan Atribut DPRD 631.500.000,00

3. Pelaksanaan Medical Check Up DPRD 97.700.000,00
I.9 Irayanan Administrasi DPRD 1.434.523.100,00
1. Fasilitasi Fraksi DPRD 657.438.000,00
2. Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD 777.085.loo,00

1[. PROGRAM DUKUNGAN PELAKSA)IAAN TUGAS D 29.432.330.300,00
FUNesl DPRD

11.1
3efentufan  Peraturan  Daerah  dan  peratum|

4.375.394.200,00

1. Pembahasan Rancangan Perda 3.228.346.500,00

2. Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan 1.147.047.700,00

H.2 Pembahasan Kebijahan Anggaran 1.134.397.400,00
1. pembahasan KUA dan PPAS 379.496.200,00
2. Pembahasan APBD 494.255.900,00

3. Pembahasan Pertanggungj awaban APBD 260.645.300,00
H.3 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerfutahan 6.163.740.800,00

1. Pengawasan       Uru sam       Pemerintahan       Bidan 1.473.445.100,00
Pemerintahan dan Hukum

2. Pengawasan       Uru sam        Pemerintahan       Bidan 1.455.668.600,00
Infrastruk±ur

3. Pengawasan        Uru sam       Pemerintahan       Bidan 1.427.627.300,00
Kesej ahteraan Rakyat

4. Pengawasan       Uru sam       Pemerintahan       Bidan 1.386.232.700,00
Perekononiian
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1 2 3
5. Pengawasan Penggunaan Anggaran 51.317.700,00
6.

::=iafih±Snanedawaban KeLpa£:rD=erah         Keteran8 369.449.400,00

11.4 Peninglratan Kapasltas DPRD 8.573.023.700,00
1. Pendalaman Tugas DPRD 2.644.650.900,00
2. Publikasi dan Dokumentasi Dewan 3.695.831.800,00
3. Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ah]i 1.154.000.000,00

4.5.11.5 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat 1.052.523.200,00
Penyusunan Hogram Kelja DPRD 26.017.800,00
Penyerapan       dan       Penghimpunan       Aspiras 6.414.461.800,00
Masyarakat

1. Penyusunan Pokok-Pokok Pi]dran DPRD 109.017.loo,00
2. Pelaksanaan Reses 6.305.444.700,00

H.6 PelalEsanaan dan Penga"san Rode Etik DPRD 279.090.loo,00
1. Pengawasan Kode Etik DPRD 279.090.100,00

11.7 Fasmtasi Tugas DPRD 2.492.222.300,00
1. F`asititasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah 845.737.300,00

2. Fasifitasi Tugas Pimpinan DPRD 1.646.485.000,00

Pendanaan Perangkat Daerah

Pendanaan  program,   kegiatan  dan   sub   kegiatan   Sekretariat
DPRD  bersumber  dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah
Kabupaten  Cirebon Tahun Anggaran 2023 yang merupakan  alokasi
Pagu Indikatif Sektoral (PIS) secara keseluruhan.
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BABV

PEN  UTUP

5.1. Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja

Rencana Kelja merupakan acuan dan  pedoman  bagi  Pimpinan
dan     pelaksanaan     kegiatan     yang     bersifat     fleksibel,     dalam

pelaksanaannya   disesuaikan   dengan   kondisi   dan   situasi   yang
berlangsung  pada  tahun  2023  dengan  harapan  akan  terwujudnya
kesamaan pemahaman dan kesamaan pandangan serta kekompakan
dalam mewujudkannya sehingga arah dan kebijakan pimpinan dapat
terwujud untuk program kelja tahun 2023.

Guna    memperoleh    optimalisasi        pencapaian    hasil    pada

pelaksanaan program/kegiatan/ sub kegiatan yang dilaksanakan oleh
Sekretariat    DPRD,     baik    dalam    kerangka    regulasi    maupun
mensyaratkan  keterpaduan  dan  sinkronisasi  antar  sub  kegiatan,
antar sub kegiatan dalam satu kegiatan, antar kegiatan dalam satu

program  maupun  kegiatan  antar  program,   tetap  memperhatikan
tugas  pokok  dan  fungsi  yang  melekat  pada  masing-masing  bagian
dengari       menerapkan       prinsip-prinsip       efisiensi,       efektivitas,
transparansi dan akuntabilitas.

Dalam  pelaksanaan  penyusunan  program,  kegiatan  dan  sub
kegiatan  maka  perlu  dilakukan  koordinasi  dan  musyawarah  antar

pemangku  kepentingan  sehingga ada keterpaduan dan  sinkronisasi
program,   kegiatan   dan   sub   kegiatan   yang   dibuat   serta   dapat
terintegrasi  dengan  baik.    Namun  demikian  program,  kegiatan  dan
sub kegiatan yang telah dibuat tidak selamanya dapat dilaksanakan
sesuai rencana mengingat keterbatasan waktu dan anggaran, untuk
itu   perlu   adanya  pemilihan   skala   prioritas   kegiatan  yang  lebih

penting sehingga pencapaian tujuan Sekretariat DPRD tetap berjalan
optimal.

5.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Rencana    Kerja    menjadi    pedoman    bagi  Sekretariat  DPRD
dalam  menyusun  program,  kegiatan  dan  sub  kegiatan  yang  akan
dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2023, untuk itu perlu ditetapkan
kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :
1)   Seluruh  bagian  di  lingkungan  Sekretariat  DPRD  berkewajiban

melaksanakan  Perubahan  Rencana  Kelja  Tahun  2023  dengan
sebaik-baiknya.
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2)   Seluruh  bagian  berkewajiban  menyusun  program,  kegiatan  dan
sub  kegiatan  sesuai  dengan  tugas  pokok  dan  fungsi  masing-
masing  dengan  berpedoman  kepada  Perubahan  Rencana  Ken.a
Tahun 2023.

3)   Selumh   bagian   berkewiajiban   menjamin   konsistensi   antara

progran, kegiatan dan sub kegiatan dengan Perubahan Rencana
Kelja Tahun 2023.

4)   Dalam rangka meningkatkan efektivitas  pelaksanaan Perubahan
Rencana   Kelja  Tahun   2023,   Sekretariat   DPRD   berkewajiban
melakukan    pemantauan    terhadap    penjabaran    pelaksanaan
Rencana  Kelja  kedalam  Program,  Kegiatan  dan  Sub  Kegiatan
Tahun 2023.

5.3. Rencana TiDdak Lang.ut

Untuk mencapai tujuan dan sasaran harus dipilih strategi yang
tepat agar dapat meningkatkan kinelja dan mengarahkan pada visi
dan misi.  Strategi merupakan rencana aksi terpadu yang mencakup

penetapan  kebijakan  dan  program  operasional.  Strategi  Sekretariat
DPRD  Kabupaten  Cirebon  menjelaskan  pemikiran-pemikiran  secara
konseptual analitis, dan komprehensif tentang langkah-langkah yang
diperlukan   untuk   memperlancar   atau   mempercepat   pencapalan
tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Untuk mendapat nilai penuh, niat atau rencana apapun belum
cukup apalagi, tanpa perbuatan, untuk itu perlu adanya dukungan
dari  segenap  jajaran  aparat  Sekretariat  DPRD  khususnya,  dinas
instansi  terkait  serta  seluruh  masyarakat  Kabupaten  Cirebon  pada
umumnya.

Secara   umum   keberhasilan   usaha-usaha   pembangunan   di
sektor/ bidang pelayanan umum, sangat tergantung pada partisipasi
aktif   seluruh   masyarakat,   adanya   komitmen,   semangat,   tekad,
kemauan, kemampuan dan etos kerja tinggi yang ditunjukan melalui
kesungguhan, kejujuran, keterbukaan dalam melaksanakan berbagai
bentuk program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah dirumuskan
sehingga  hasil-hasil  pembangunan  dapat  dinikmati  oleh   seluruh
lapisan masyarakat.

Rencana   tindak   lanjut   yang   dilakukan   Sekretariat   Dewan
Perwakilan    Rakyat    Daerah    Kabupaten    Cirebon    dalam    upaya

Perubahan  Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon Tahun Zl]2a



meningkatkan  kinerja dan  mengarahkan  pada tujuan  dan  sasaran
organisasi adalah :
1)   Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur untuk melaksanakan

tugas yang semakin komplek, upaya yang harus ditempuh dapat
melalui   pendidikan   formal,   bimtek,   pelatihan,   seminar   serta
kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinelja aparatur.

2)   Pembagian  tugas  saat  ini  masih  dirasakan  kurang  merata,  hal
tersebut akan berakibat pelaksanaan pekeriaan akan mengalami
hambatan, sehingga perlu  dilakukan pemerataan tugas terhadap

para pegawai sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3)   Menerapkan  sistem  reward  and  punishment  terhadap  seluruh

pegawai     dan     mengaplikasikannya   pada   pemberian   insentif
berdasarkan beban kelja.

4)   Dalam  rangka   sinergitas,   penyusunan   rencana   sub   kegiatan
harus lebih intensif  dalam melaksanakan koordinasi, baik antar
bagian  maupun  dengan  OPD  lain,  agar  pelaksanaan  program,
kegiatan dan sub kegiatan berjalan optimal dan efektif.

Diharapkan   perubahan   renja   Sekretariat   DPRD   Kabupaten
Cirebon ini mampu menjawab isu strategis dan permasalahan pokok
dalam pelaksanaan fasilitasi tugas dan fungsi DPRD.

BUPATI CIREBON,

IMRON

Perubahan  Renja Sekretariat DPRD  Kabupaten Cirebon Tahun  2023
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PEMERINTAH  KABUPATEN  CIREBON
LAPORAN  CA.PAIAN  SUB  KEGIATAN
SEKRETARIAT DPRD
Periode:  Sampai dengan bulan Agustus 2023

NO Kode Mama Sub Kegiatan Anggaran Realisasi / OIItput Rasio(O/o) Penanggung'awab Ket.lndikator•,(3). TargetSatuan
Bu'an  ini(5) sid  Bulan  ini

(4) (6).
Hlllllllllllllll_

1 0.00.01.2.01.01. Penyusunari DokumenPerencanaanPerangkat Daerali 23.387.00 0 16.758.3C3      71.66 RAMDANl,  S.T.

11 jumlah  DokLmen  PerencanaanPerangkatDaerah(Kumulatif) 2  Dokume n 1 150

2 0.00.01.2.01.02' Koordinasi dan PenyusunanDokumenRKA-SKPD 20.162.400 4.850,4cO 24.06 RAMDANl,  S.T.

11
jumlah  DokLmen  RKA-SKPD danLaporanHasjlKoordinasiPenyusunanDokumenRKA-SKPD(Kumulatif) 2  Dokumen

3 0.00.01.2.01.06. Koordinasl dan PenyusunanLaporanCapaianKinerjadanlkhtisarRealisasiKinerjaSKPD 435.605.600 30.309.104 282.120.107 64.77 RAMDANl,  S.T.

jumlah  Lapo-an  Capaian  Kjnerja  danlkhtisarRea[isas_iKinerjaSKPDdarLaporanHasilKoordinasiPenyusunanLaporanCapaianKjnerjadanI(htisarRealisasiKinerjaSKPD(Kumulatif) 3  Laporan 2 66.67

4 0.00.01.2.02'01. Penyediaan  Gaji  dan  TunjanganASNjumlahOrangyangMenerimaGajidanTunjanganASN(NonKumulatjf) 4.667.576.180 512.672.567 3.rs5,735.3cO 67.82 WIWIN  WINARTl,S.lp.

5 00

30 0rang/Bulan 30 30 100

•    0.01.2.02.05. Koordlnasl dan PenyusunanLaporanKeuanganAkhirTahunSKPD 7.517.500 7.517.500 100 RAMDANl,  S.T.

6 0 00 01  2

Jumlah  Lapo, an  Keuangan  AkhirTahunSKPDdanLaporanHasilKoordinasiPenyusunanLaporanKeuanganAkhirTahunSKPD(Kumulatjf)Kdi I  Laporan loo

02.07.
oor    nasi dan penyusunanLaporanKouanganBulanan/Triwulanan.'SemesteranSKPDlhL 6.336.500 5.288.500 5.288  50J 83.46 RAMDANl,  S.T.

7 0.00.01.2.

juma       aporan  Keuangan  Bulanar/Triwulanan/SemesteranSKPDdanLaporanKoo-clinasiPenyusunanLaporanKeuanganBulananITriwulanan/SemesteranSKPD(Kumu!atif)PengadaanPakaianD. 1  Laporan 1 100

05.02.
'nasBesertaAtributKelengkapannyaJumlhPktp 37.363.095 37.363.095 37.363  095 100 WIWIN  WINARTl,S.IP. I

8 0 00 012

a       a   e      akaianDinasbesertaAtrjbutKelengkapan(Kumulatif)BimblnaTk. 1  Paket 1 100 I
05.11.                J

g   n    e   nislmplementasiPeraturanPerundang-undanganumlahorangyanMenikt. 776.020.800 333.7o8.50a 49.45 WIWIN  WINARTl,S.lp. I
9 0 00 01  2

9gu'BimbinganTeknislmplementasiPeraturanPerundang-Undangan(Kumulatif)Ped. 10  0rang 6 60

06.01.              J
nye   iaan Komponen lnstalaslListrik/PeneranganBangunanKantor1hpk 81.442.900 6.521.loo 51.553.£Oci 63.30 WIWIN  WINARTl,S.lp. I

loo
y00012

uma       a   etKomponenlnstalasiListrjk/PeneranganBangunanKantorangDisediakan(Kumulatjf)Pd. 11  Paket I 8 72.J3 I
0 6'02.               j

enye   iaan  Peralatan  danPerlengkapanKantorumlahPaketPeralatandan 650.017.000 101.799.000 161.?99.Cioci 24.89      SWIWIN  WINARTl,.IP. I
110

PD00012Perlengkapan  Kantor yangisediakan(Kumulatif)di
20  Paket 3 i 20 I

0 6.03.             T
enye    aan Peralatan Rumahangga 25.267.800 1.283.400 10.267.20Ci 40.63      SWIWIN  WINARTl,lp I

llllllllIlllllllllllllllll.iiiii=

Laporan  Capaian  Kegiatan Tahun Anggaran
simonek . ci rebonkab . go . id
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.

No Kode Nama Sub Kegiatan Anggaran Realisasi / Output Rasio Penanggung Ket.
lndikator TargetSatuan (a/o) 'awab

Bulan  ini a/d  Bulan  ini
•,     ,,\`   i,y  ,`r"   a  `' J6' •     ,I       -rJ<,?,`*:;

'
•,  ( `:`,|,22,,<r   1       -)  ,?.,it,,  :^,   :,   2  ,  ,

11 jumlah  Paket Peralatan  RumahTanggayangDisedi.akan(Kumulatif) 2  Pake t 150

12 0.00.01.2. Penyediaan Bahan Logistik 672.000.000 68.500.00o                  487.75o.on 0      72.58 WIWIN  WINARTl,
06.04. Kantor S.lp.

11 Jumlah  Paket  Bahan  Logistik  KantoryangDisediakan(Kumulatif) 8000  Paket400                                 7825 97.81

13 0.00.01.2. Penyediaan  Barang Cetakan dan 341.256.400 19,585.344                   213.164.855 62.46 WIWIN  WINARTl,
06.05. Penggandaan S.lp.

11
/umlah  Paket Barang Cetakan danPenggandaanyangDjsediakan(Kumulatif) 20  Paket lil 55

14 0.00.01.2. Penyediaan Bahan Bacaan dan 110.885.100 49.225.500 69.175.500 62.38 WIWIN  WINARTl,
06.06. Peraturan Perundang-undangan S •P.

jumlah  Dokumen  Eahan  Bacaan danPeraturanPerundang-UndanganyangDisediakan(Kumulatif) 8  Dokumen 1 4 50

15 0.00.01.2.06.07. Penyediaan  Bahan/Material 62.298.900 3.851.200 42.081.100 67.55 WIWIN  WINARTl,S.IP.

Jumlah  Paket  Bahan/Material  yangDisediakan(Kumulatif) 38  Paket 4 24 63.16

16 0.00.01.2.06.09` Penyelenggaraan  RapatKoordinasidanKonsultasi SKPD 337.291.200 32.549.280 206.369.948 61.18 WIWIN  WINART1,S.IP.

jumlah  Laporan  PenyelenggaraanRapatKoordinasidanKonsultasiSKPD(Kumulatif) 30  Laporan 1 27 90

17 0.00.01.2.07.02. Pengadaan Kendaraan  DinasOperaslonalatauLapangan 1.397.500,000 1.349,800.OJO 96.59 WS WIN  WINARTl,P.

11
jumlah  Unit Kendaraan  PeroranganDinasatauKgndaraanDinasjabatanyangDisediaikan(Kumulatif) 5  Unit 5 100

18 0.00.01.2.08.02. Penyedlaan |asa  Komunikasi,SumberDayaAirdanListrik 633.725,000 58.877.408 464.597.762 73.31 WS. WIN  WINARTI,P.

19 000

jumlah  Laporan  Penyediaan JasaKomunikasi,Sumb8rDayaAirdanListrikyangDisediakan(Kumulatif) 4  Laporan 3 75

.       .01.2.08.04' Penyediaan Jasa  PelayananUmumKantorjumlahLaporanPeiyediaanjasaPelayananUmumKantoryangDisediakan(Kumulatjf) 1.253.784.000 625.560.OJO 49.89 WS. WIN  WINARTl,

20 0 00 01  2

18  Laporan =2 66.67

09.01.
Penyediaan jasa Pemeliharaan,BiayaPemellharaandanPajakKendaraanPeroranganDinasatauKendaraanDinasjabatan 395.940.000 32.397.560 257.925.480 65.14 WIWIN  WINARTl,S.'P.

21 0 00 012

jumlah  Kendaraan  Perorangan  DlnasatauKendaraanDiiasjabatanyangDipeliharadandibayarkanPajaknya(Kumulatif)P 19  Unit 2 =4 73.68

09'02.
enyedlaan jasa Pemellharaan,BiayaPemeliharaan,Pajak,danPerizinanKendaraanDinasOperasjonalatauLapangan 177.346.000 5.122.412 145.964.796 82.31 WIWIN  WINARTl,S.lp.

22

j000012 umlah  Kendaraan  DinasOperasionalafauLepangan  yangDjpeliharadandibayarkanPajak danPerizinannya(Kumulatif) 28  Unit 3 =3 82.14

09'06.
Pemellharaan Peralatan danMesinLainnyalhp1 132.150.000 4.425.000 64.430.ODO 48.76 WIWS.IP lN  WINARTl, I

23

Jy000012uma       eraatandanMesinLainnyaangDipelihara(Kumulatif) 7Umt 4 57.14 I
09.09.               L

Pemellharaan/RehabllitasiGedungKantordanBangunanainnya 1.242.569.400 210,719.536 1.057.336.288 85.09 WIWIN  WINARTl,S.lp.

jaDumlah  Gedulg  Kantor danangunanLajnnyayangipelihara/Direhabjlitasi(Kumulatif) 8  Unit I 7 87.50 I
Laporan  Capaian  Kegiatan Tahui Anggaran  2023
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jNre
Nama Sub Kegiatanlndikator Anggaran                         Realisasi / Output Rasi(a/a)o        PenanggungJawab Ket.

9Satuan
Bulan  inl si'd  Bulan  ini

I,124

0  00  01
I(4) (5)J

.209'11. .    Pemeliharaan/RehabNitasiSaranadanPrasaranaPendukungGedungKantor ataBangunanLainnya 794.266.00u 0                 154.068.76 8                  566  581.644      71,33 WIWIN  WINARTl,S.IP.

25

jumlah  Sarana  dan  PrasaranaPendukungGedungKantoratauBangunanLannyayangDipelihara/Direhabilitasi(Kumulatif) Sun it 1 675

0'00.01.2.15`01' Penyelenggaraan admlnistrasikeuanganDPRD 39.208.037.40 0           3.700.058.28 6            31.256.245,213       79.72 WIWIN  WINARTl,S.IP.

26 000

jumlah Anggota  DPRD  yangMenerimaHatKeuanganDPRD  (NoKumulatif) 50  0rang/Bulann50t=0100

•        .01.2.15.02. Penyediaan Pakaian Dinas danAtributDPRD 456.500.000 107.500.000 452.500.000 99.12 WIWIN  WINARTI,S.lp.

27 0 00 01  2

jumlah  Paket  Pakaian  Dinas  danAtributDPRDyangDisediakan(Kumulatif)Plk 6  Paketl 4 66.67

15.03.
e a  sanaan Medlcal Check UpDPRD 97.700.000 WIWIN  WINARTl,S.IP.

28 0 00 012

jumlah  Orang  yang  MengikutiMedicalCheckUpDPRD(Kumulatif)F... 50 0rang

16.02.
asilltasi  Fraksi  DPRDlh 657.438.000 54.629,492 435.763.536 66.28 RAMDANl,  S.T.

29 0 00 01  2

jum  a     Laporan  Hasil  FasilltasiFraksiDPBD(<umulatif)F.I.t. 84  Laporan 7 -no 66.67

16.03.
asl  I  asl  Rapat Koordinasi danKonsultasiDPRDIh- 798.162.600 177.452.580 S54.044.440 69.41 ANTO  SuGIANTO,SE.

30 4 02  02  2

jum  a     Laporcn  Hasil  Fasilltasi  RapatKoordinasidanKonsultasiDPRD(Kumulatif)Pbh 22  Laporan 3 15 TZ.13

01.02.
em   a   a5an Rancangan  PerdajumlahDk 2.615.445.000 83.457.142 780.657.259 29.85 ANT0  SUGIANTO,SE. I

31 4 02  02  2

o   umen  Hasil  PembahasanRancanganPeraturanDaerah(Kumulatif:IPen1 12  Dokumen 4 10 E3.33

01.03.
ye enggaraan  KaiianPerundang-UndanganjumlahDk 1.147.212.900 154.805.768 507.=45.595 44.21 ANTO  SUGIANTO,SE. I

32 4 02  02  2

o `urren  Kajian  Perundang-Undangan(Kumulatjf)embh 12  Dokumen 4 10 83.33 I
02.01.               J

p          a   asan  KUAdan  PPASumlaDokumenHasilpbh 379.496.200 195.298.212 236,909.096 62.43 OJI  SAROJl,  S.T.,M.A.P.I I
33 4'02.02.2.02.03.     J

em   a   asanKUAdanPPAS(Kumulatif)PembahaAP 2  Dokumen 1 50 I
Sam        BDumlahDokumenHasil  Pe     b   h 330. 748.goo 6.075.912 28.857  496 8.72 Ojl  SARojl,  S.T„M.A.P..

I

34 4.02.02.2.02.06.     pJ

in   a   asanAPBD(Kun-ulatif)Pembaha 2  Dokumen I
Samertanggunedawaban APBDumlahDk 368.054.200 40.251.012 244.351`996 66.39 OJI  SAR0jl,  S.T.,M.A.P.. I

354

P(02022P
o   umen Hasil  PembahasanertanggungjawabanAPBDKumulatif)en 2  Dokumen 1 loo

0 3.01.              pPJ
gawasan  UrusanemerintahanbidangemerintahandanHukumumlahLaporanHasilPena I.193.638.loo 69.053.512 659.9i8.6r 55.29      HARYANTO,  S.H..

364

UP(02022P
9   WasanrusanPemerintahanBidangemerintahanclanHukumKumulatif) 12  Laporan 1 58,33

0 3.02.              pInju
engawasan  UrusanemerintahanBidangfrastrukturmlahLaporanHasilPengawasanrusanPemerintahanBidangfrastruktur(Kumulatif) I.170.735.600 82.158.112 685.524.966 58.56      H ARYANTO,  S.H.. 11I Uln

12  Laporan 1 58.33 I
Laporan  Capajan  Kegiatan Tahun
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`

NO Kode Mama Sub Kegiatan Anggaran Realjsasi / Output Rasio Penanggung Ket.
Indikator TargetSatuan (%) Jawab

Bulan  ini s/d  Bulan  ini
•>.,`®`              1``.,``,`      ,J(,=`,`|-,t>/^`.            ..\1``-,``          ,+``\ .,     .,`v,r\t--:``    A          `      `J       , 1   `J JJ` , I  I.I+,i.,:-  ,   ,I '§ il.i=',` ` l¥,`, `~,J,,,,,  r ,\.

•           ,J       ct                          ,H^()r.`-<+",`             ,<y-rl I   `i.I :I;.:'`;vNS! I, J'   '#iS,fyi:st7j';"¢`.
?j`;  ,Lj;<r(-(,,?ca^ r ,:,    ;

37 4.02.02.2.03.03. Pengawasar` UrLlsanPemerjntahanBidangKesejallteraanRakyat 1.142.199.300 84.262.012 702.292.246 61.49 HARYANTO,  S.H..

jumlah  Laporan  Pengawasan  UrusanPemerintaharBidangKesejahteraanRakyat(Kumil.atif) 12  Laporan 1 1 58.33

38 4.02.02.2.03.04. Pengavrasar UriJsanPemerintahanBidangPerekonomian 1.073.770.700 83.927.612 661.870.511 61.64 HARYANTO,  S.H..

jumlah  Laporan  Hasil  PengawasanUrusanPemerintahanBidangPerekonomian(Kumulatif) 12  Laporan 1 7 58.33

39 4.02.02.2.03'07. Pengawasar PenggunaanAnggaran 213.317.700 8.600.000 29.140.LOO 13.66 HARYANTO,  S.H..

jumlah  [okumen  Hasil  PengawasanPenggumaanAnggaran(Kumulatif) 12  Dokumen 3 5 41.67

40 4.02.02.2. Pembar,asan Laporan 431.042.600 9.000.000 368.007.003 85.38 OJl  5ARojl,  S.T.,
03.08. KeteranganPertanggungjawaban KepalaDaerah M.A.P..

jumlah  Bekomendasi  HasilPembahasan.aporanKeteranganPertanggungjawabanKepalaDaerah(Kumula:if) 1  Dokumen 1 100

41 4.02.02.2.04.02. Pendalaman Tugas DPRD 2.337.665.000 114.319.200 1.330.420.:02 56.91 WIWIN  WINARTl,S.IP.

Jumlah  [iokunen  Hasil  Pendalaman 300  Dokumen .5C
83.33

Tugas  DPRD  0Kumulatif)

42 4.02.02.2. Publikasi dam Dokumentasi 3.408.031.800 197.770.280 2.058.232.378 60.39 HANDI  EKO
04.03. Dewan PRASEIYO,S.Kom'MM.

jumlah  Dokunen  PenyebarluasanProdukHukunDaerah,PublikasidanDok-meritasiDewan(Kumulatif) 396  Dokumen 6 386 97.47

43 4.02.02.2. Penyediaan Kelompok Pakar 1.314.000.000 88.500.000 743.000.C.OC 56.54 WIWIN  WINARTl
04.04. dan Tim Ahli

S.IP.

jumlah  Orang  dalam  KelompokPakardanTimAhli(Kumulatif) 25 0rang I 17 68

44 4.02.02.2.04.06. Penyelenggaraan HubunganMasyarakat 305.853.600 35,561.000 184.743.00C 60.40 HANDI  EKOpRASErvo,S.Kom,MM.

jumlah  Dokunen  HasilPenyelenggaraanHubunganMasyarakat(Kumulatif) 20  Dokumen 3 14 70

45 4.02'02.2.04.07. Penyusunan Program  I(erjaDPRD 26.017.800 5.246.200 19.331.TOCI 74.30 ANTO  SUGIANTO,SE.

jumlah  Dokunen  Rencana  KerjaDPRD(KumulaLtif) 1  Dokumen 1 100

46 4.02.02.2.05.02. Penyusunan Pokok-PokokPikiranDPRD 109.017.100 13.987.600 55.9JO,JOC, 51.28 Dra.  PUTlAMANAH SARI

Jumlah  Dokumen  Pokok-PokokPikiranDPRDyangDisusun(Kumulatif) 1  Dokumen 1 loo

47 4.02.02.2.05.03. Pelaksanaan Reses 4.310.928.100 37.358.091 3.942.671.£59 91.46 Dra,  PUTIAMANAH SARI il
jumah  Dokumen  Hasil  PelaksanaanReses(K.umuatjf) 150  Dokumen loo 66.67

48 4.02.02.2.06.02. Pengawasan Kode Etik DPRD 279.090.loo 39.751.012 188.710.T3£ 67.62 HARYANTO,  S.H..

jumlah  Laporan  Hasil  PengawasanKodeEtkDPRD(Kumulatif) 12  Lapbran 1 8 66.67

49 4.02.02.2'08.03. Fasilitasi Pelaksanaan TugasBadanMust.awarah 824.692.300 70.034.012 508.756.933 61.69 ANTO  SUGIANTO,SE.

jumlah  Dokumen  Hasil  FasilitasiPelaksanaanTugasBadanMusyawarah(Kumulatif) 12  Dokumen 1 8 66.67

Laporan Capajan  Kegiatan Tahun Anggaran 2023
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\
NO Kode Name Sub Kegiatan Anggaran Realisasi / Output Rasio Penanggung Ket.

lndikator Ta,.getSatuan (%) Jawab
Bulan  lni s/d  Bulan  irri

`+ 4 I v 1

50 4.02.02.2.08.04. Fasilitasi Tugas Pimpinan  DPRD 1.296.335.000 97.724.917 687.329.368 53.02 HANDI  EKOPRASETYO,S.Kom,MM.

jumlah  Dokuneri  Hasil  FasilitasiTugasPimpmanDPRD(Kumulatif) 24  Dokumen I 9 37.50

jumlah  Serapan Anggaran  (8_)  Bulan  ini  :  Rp.  6.891.340.738,00

Laporan  Capaian  Kegiatan Tahun  Anggaran  2023
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PEMERINTAH  KABUPATEN  CIREB0N
LAPORAN  CAPAIAN  PROGRAM
SEKRETARIAT DPRD
Period'e:  Sampai dengan bulan Agustus 2023

No Kode Nana Program Anggaran ReaJisasi / Outcome Rasio Penanggung Ket'Indikator TargetSatuan!`J'|,,,rJ-=`;~i£,`,r(,"r*j¥{£t,,,-fJ-,,,,i

Bulan  ini s/d  Bulan  fni
(%) Jawab

PROGRAM  PENUNjANG  URUSANPEMERINTAHANDAERAHKABuPATEN/KOTA1 0.00.01.
`t`S,,.,o •        ,,;r   J    ,,,    -,?,i-}3    :<`{      ,,€=,,,n    1         ,,,,iy`r

'    `      i,';,,,-`f,.r,     '    ,'   .^J  ',`-,,i+,,`T,    -,,;',

55.499.546.775 5,374.199.132 42.376.251.564 76.35 Hj.  NISA AFIDAH,SH.;WAWANSISWANDAR,SE,M.Si.

11
Meningkatn`/a  prosentasepemenuhanpelayananadministrasiperkantoran(NonKumulatif) 96 Prosen 95.94 95.94 99.94

Prosentase  meningkatnya  saranadanprasaranaaparatiir(NonKumulatif) 96  Prosen 77.36 7736 80.58

11
Prosentase qumlah  raperda  yangdibahasdanditetapkantepatwaktu(NonKumulatif) 93  Prc)sen

Prosentase Pegawai  yang  hadirsesuaidenganjamkerjadanberpakaiansesuaidenganketentuan(WonKumulatif) 96  Prosen 71.43 71,43 74.41

Meningkatnya  kapasitas  SDMaparaturtemadappenjngkatankinerjapelayananSKPD(NonKumulatl'f) 96  Prosen 94.44 9444 98.38

Meningkatnya  sistem  pelaporankinerjadankeuanganyangtransparan,akuntabeldaninformatif(NonKumulatif) 100  Prosen 80.47 8047 80,47

2 4 02  02

Meningkatn}'a fungsi  dokumenperencanaansebagaiacuanpelaksanaantugaspokokdanfungsjSKPD(NonKumulatif)PR loo  Prosen 25 25 25

OGRAM  DUKUNGANPELAKSANAANTUGAS DANFUNGSIDPRDP 24.277.292.000 1.517.141.606 14  623.770.717 60.24 Dr.  NANANGRUHYANA,SKM.,M.H.;Drs,RADENCHA'DIRSUSILANINGRAT;Hj.NISAAFIDAH,SH.;WAWANSISWANDAR,SE,M.Si.

(

rosentase jumlah  raperda yangdibahasdanditetapkantepatwaktuNonKumulatjf) 93  Prosen 82.75 82.75 88.98

jumlah  Serapan Anggaran  (BL)  Bulan  ini  :  Rp.  6.891.340.738,00

Cire3on,  31  Agustus  2023

Laporan Capaian  Program Tahun Anggaran  2023
simonek . ci rebonkab . go . id Halaman  1



PEMERINTAH  KABUPATEN  CIREBON
LAPORAN  CAPAIAN  INDIKATOR  KINERJA  SKPD  (BKK/lKu)

=as#      sEKRETARiAT DPRD
\`Sasp,      Periode: Sampai dengan bulan Agustus 2o23

NO Kode Sasaran Kinerja Anggaran Realisasi / Kinerja Rasio Ket.
lndlkator TargetSatuan (%)

Bulan  ini s/d  Bulan  ini

(1) .,

1 4.I.01. Meningkatnya fasilitasi fungsi Alat-alatkelengkapanDPRD 24.277.292  000 1.517.141.606 14.623.770.717 60.24

(IKK/lKu)-Prosentase Jumlah  PeraturanPerundanganselesaitepatwaktu(NonKumulatif) 93  Prosen 16.000 16.000 17,20

2 4` 1.02. Meningkatnya kinerja, akuntahilitasdanperencanaanpadaSekretariatDPRD 55.499.546  775 5.374.139.132 42.376.251.564 76.35

(lKK/lKU)-Nilai  LAKIP  Sekretariat  DPRD(NonKumulatif) 64.50  Poin 70.000 70.000 108.53

jumlah  Serapan Anggaran  (BL)  Bulan  in}  :  Rp.  6.891.340.738,00

Telah diverivikasi

Pada tanggal: ]L/i/2023
Nomor BA    :  057/j±±+rvlll-PDE/2023

a,n  Kepala  BaFipelitbangda
Kabupaten  Cirebon

Verifikator,

Cirebon,  31 Agustus 2023

Faktor Penghambat  Pencapaian:

Tindak  Lanjut yang  diperlukan:

Laporan  Capaian  IKK/lKU Tahun  Anggaran  2023
simonek . ci rebonkab . go . id Halaman  1



CAPAIAN  IKu/lKK
SEKRETARIAT DPRD
SAMPAI  DENGAN  BULAN AGUSTUS  TAHUN  2023

roz,r.,,J`2§

URAIAN
JUMLAH

`-::`,'J:`'`.``:A`f f i:   ,,,:`>S,,::,,*as:i  :;I,;ri:a:3`€§`!.„    :      `rr.`',`,{iS>z;,`..   v>`S`  o``+Sis.I,,^=.`y`,  `,,.,     .:    A-.`      ,.`, TARGE- CAPA'AN
I             N,LA,

1
\\'

Prosentasejumlah   Peraturan   Perundangan   selesai   tepat  waktu   `'      "    ``\`'`...I...-..I..I..`,I,--`-.-...-..``.-.`.I..I.......rfu`..`.''...-.-...-.`.''.....,''.....--.-'.....'....N.I."I-''''''.~-.,...,.--....---..-....-,....".--.-.....-.--"-`...,.-..   ,-""--

''.a nn 070,00 loo,00
I  ai  LAKIP  Sekretariat DPRD

0,00 fo loo,00

Diverifikasi  pada tanggal:  12/09/2023
Nomor Verifikasi:  057/44rvlll-PDE/2023

lKU/lKK id#10053
197406051995031003@ekinerja.cirebonkab.go.id

a.n  BIPATI CIREBON
Sekreteris DPRD

NIP  196509091993031006

Dok-20230912094441 Hal.#L
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PEMHRINTAH KABUPATEN CIREBON
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

JI.  Sunan  Boiiaiig No.  01   Sumber 45611  Telp.  (0231)  321259  Fax.  323865  Exs.124
E-mail  :  info@dprd-cirebonkab.go.id

SUMBER
45611

Kepada
Dari
Tanggal
Nomor
Si fat
Lampiran
Hal

NOTA DINAS

Yth. Bapak Bupati Cirebon
Sekretaris DPRD Kabupaten Cirebon

g:?.\3/cA&u?Stu_SS:t2w3an
Segera.
1  (satu) berkas.
Keputusan  Bupati  Cirebon  tentang  Perubahan  Rencana  Kerja Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023

Disampaikan dengan hormat` berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan  Daerah,  Tata  Cara  Evaluasi  Rancangan  Peraturan  Daerah  tentang

Rencana   Pembaiigunan   Jangka   Panjang   Daerah   dan   Rencana   Pembangunan

Jangka  Menengah   Daerah,  serta  Tata  Cara  Perubahan  Rencana  Pembangunan

Jangka  Panjang  Daerah,  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah,  dan

Rencana   Kerja   Perangkat   Daerah,   bahwa   Perangkat   Daerah   perlu   menyusun

Rencana Kerja  dengan  berpedoman  pada  Renstra  Perangka  Daerah  dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Sehubungan   dengan   hal   tersebut,   kami   mohon   Bapak   Bupati   Cirebon

berkenan    untuk    menetapkan    Keputusan    Bupati    Cil.ebon   tentang   Perubahan

Rencana  Kerjtl  Sckretariat  DPRD  Kabupaten  Cirebon  Tahun  2023  sebagaimana

Draf Keputusan  Bupati Cirebon terlampir.

Demikian  Nota  Dinas  ini  dibuat  untuk  menjadi  bahan  pertimbangan  dan

sebagai        upa}'a        meningkatkan        pelayanan        pada        Sekretariat       DPRD

Kabupaten Cirebon. atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN CIREBON

Tembusan :

1.  Yth.  Wakil Bupati Cirebon;
2.  Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten C`irebon;
3.  Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan. Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kabupaten Cirebon.
4.  Yth. Kepala Badan Keuangan diin Aset Daerah Kabupaten Cirebon;


